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ABSTRAK

RINA. (B 111 01 022). Tinjauan Tentang Praktek Pelaksanaan Yurisdiksi
Negara Terhadap Individu, dibawah bimbingan Ibu DR. Alma Manuputy,
5.H, M.H. selaku Konsultan | dan Ibu Inneke Lihawa, S.H, M.H, selaku
Konsultan II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan
yurisdiksi negara terhadap individu, mengetahui pihak-pihak yang
dikecualikan dari pelaksanaan yurisdiksi negara dalam hukum internasional
serta mengetahui penyelesaian yurisdiksi negara terhadap individu dalam
kasus perselisihan dimana terjadinya konflik yurisdiksi

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan pusat Universitas
Hasanuddi Makassar, dan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar. Disamping itu penulis juga memperoleh data dari
berbagai website di internet. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan
dalam pengumpulkan data, yailu dengan melakukan penelitian kepustakaan
(library research), penelusuran buku-buku, dokumen-dokumen, data-data dari
internet, data tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif dan
disajikan dalam bentuk deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1)
sekarang dan dimasa yang akan datang semua jenis yurisdiksi ini dianut
karena memang sangat menguntungkan bagi semua negara, setidak-
tidaknya tidak menimbulkan kerugian bagi negara-negara lainnya. Dengan
menganut semua jenis yurisdiksi ini, maka suatu negara itu akan lebih
terjamin dan terlindungi kepentingannya. (2) negara dan kepala negara,
perwakilan diplomatik dan konsuler, Kapal pemerintah negara asing,
angkatan bersenjata asing dan organisasi internasional, diberikan
pengecualian terhadap yurisdiksi teritorial agar mereka dapat melaksanakan
tugas-tugasnya dengan baik tanpa ada batasan-batasan di negara tempat
mereka berada. Mamun bukan berarti mereka dapal berbuat seenaknya
diwilayah negara lain, tetap mereka dibatasi oleh hukum yaitu hukum
internasional. (3) Bahwa dalam konflik yurisdiksi atas suatu kasus, itu harus
sesuai dengan yurisdiksi negara yany cigunakan cleh negara yang terkait
atas suatu kasus. -
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini jenis dan macam kejahatan internasional yang
dapat dilakukan oleh individu semakin bertambah banyak, terutama akibat
kemajuon teknoiogi dan i'mu pengetahuan. Karena kemajuan dalam ilmu
pengetahuan serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam
bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusian, turut pula memberikan
warna tersendiri pada hukum internasional.

limu pengetahuan dan teknologi pada satu sisi dapat
meningkatkan kesejahteraan umum, pada sisi lain menimbulkan berbagai
dampak negatif, misalnya timbulnya kejahatan baru dengan akibat yang
cukup besar dan luas. Tindakan kejahatan serta akibat-akibatnya yang
tidak hanya menjadi urusan para korban dan rnasyarakat sekitarnya saja,
tetapi sering melibatkan negara-negara bahkan kadang merupakan
persoalan umat manusia.

Mamun yang lebih penting dari bermunculnya berbagai jenis
kejahatan tersebut adalah sifat kejahatan itu sendiri yang tidak mengenal
batas wilayah negara. Kejahatan tersebut dapat melampaui batas wilayah
negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat yang ditimbulkannya

maupun tujuan kejahatan itu sendiri.



Dengan kenyataan demikian, setiap negara harus menyadari
kepentingan batas-batas wilayah serta kedaulatan wilayah sebagai suatu
kedaulatan penuh yang dihormati oleh negara lain. Apa yang terjadi pada
dasarnya merupakan kewenangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
pelanggaran batas-batas wilayah.

Uniuk mencegan gan pemberaniasannya diperiukan karjiasama
antar negara. Misalnya dengan menangkap sipelaku kejahatan yang
melarikan diri dan menyerahkan kepada negara yang mempunyai yurisdiksi
untuk mengadili dan menghukum, atas permintaan dari negara tersebut, hal
inilah yang dikenal dengan ekstradisi.

Praktek pelaksanaan vyurisdiksi oleh negara-negara terhadap
orang, harta benda atau tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa berbeda-
beda di setiap negara dan perbedaan-perbedaan ini disebabkan faktor-faktor
historis dan geografis, yang meskipun kurang memainkan peran penting
karena, dengan alasan perkembangan-perkembangan teknologi, negara-
negara secara geografis lebih bersatu! Secara historis, negara-negara
seperti Inggris, yang berbatasan lautnya jelas, sangat menaati prinsip
yurisdiksi territorial, bahwa setiap negara dapat melaksanakan vyurisdiksi
terhadap harta benda dan orang di, atau terhadap tindakan atau peristiwa

yang terjadi dalam wilayahnya,z hal ini karena pergerakan bebas atau tidak

;"I'G' Starke ; 2001, Pengantar Hukum Intemasional 1. Sinar Grafika, Jakarta, him, 269
Ibid.

I=d



terbatas darn individu-individu atau harla benda ke atau dari negara-negara
lain. Di lain pihak, sebagian besar negara Eropa menganut pandangan yang
lebih luas tentang keluasan yurisdiksi mereka justru karena daratan ataupun
sungai, dan tindakan-tin‘;:ial-:an atau transaksi-fransaksi yang yang karakter
internasionalnya lebih sering terjadi karena fasilitas dan kecepatan
pargerakan melintasi perbaiasan-perbatasan.

Namun demikian, dengan peningkatan komunikasi, lebih
canggihnya struktur organisasi atau perusahaan komersial dengan cabang-
cabang transnasional, dan timbulnya karakter internasional dari aktivitas-
aktivitas kriminal (misalnya, di bidang obat-obatan bius dan transaksi
keuangan) ada kecenderungan besar kearah pelaksanaan yurisdiksi atas
dasar kriteria lokasi territorial.

Hukum internasional hanya sedikit membatasi atau sama sekal
tidak membatasi yurisdiksi yang dapat dijalankan negara tertentu. Hal
tersebut tampak dari kasus yang sering dibahas yaitu Lotus Case (1927),
yang diputuskan oleh Permanent Court of International Justice,® bahwa:

“ Tidak ada pembatasan atas pelaksanaan yurisdiksi oleh setiap
negara kecuali jika pembatasan itu dapat diperlihatkan dengan bukti konklusif
yang keberadaannya sebagal suatu prinsip hukum internasional. Dalam

perkara tersebut Permanent Court of International Justice tidak menerima
tesis yang dikemukakan oleh perancis — perancis adalah salah satu pihak

* Ibid, him. 270. Dalam kasus Kapal Lotus (The Lotus Case) 1927, Mahkamah Internasional
Permanen (PCL)} membenarkan yurisdiksi Turki sebagaimana diatur di dalam hukum
pidananya atas nahkoda kapal dagang Perancis Lotus, yang telah menabrak di laut lepas
dan menewaskan beberspa penumpang kapal Turki bermama Borzourt sehingga
tenggelam.



dalam perkara bahwa suatu kilaim yurisdiksi oleh suatu negara harus
dibenarkan oleh hukum internasional dan praktek internasional. Menurut
Mahkamah, kewajiban tersebut teletak di pihak negara yang menyatakan
bahwa pelaksanaan yurisdiksi itu tidak sah, untuk memperlihatkan bahwa
praktek yurisdiksi itu dilarang oleh hukum internasional”.

Ada suatu pemhatasén praktis atas pelaksanaan yurisdiksi yang
luas oleh negara tertentu. Mengutip pendapat seorang Hakim terkemuka Mr
Justice H.V. Evart. * bahwa:

“Tidak ada satu negara pun berusaha untuk melaksanakan suatu
yurisdiksi terhadap persoalan, orang atau benda dimana negara itu sama
sekali tidak bersangkut paut”. Karena, pada umumnya, orang atau benda
dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kedaulatan negara itu, maka
dasar yurisdiksi territorial dianggap merupakan kaidah yang biasa berlaku”.

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara
terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Pada prinsipnya negara
memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan hukum yang dilakukan olen
orang (warga negara atau warga negara asing) yang berbeda di wilayahnya.
Megarapun memiliki kewenangan yang sama untuk mengatur benda-benda
atau peristiwa-peristiwa (hukum) yang terjadi didalam wilayahnya.

Menurut Hans Kelsen, * Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip
dasar kedaulatan negara, persamaan derajat negara dan prinsip tidak
campur tangan suatu negara terhadap urusan domestik negara lain.

Bahwa ‘prinsip-prinsip tersebut tersirat dar prinsip hukum “par in

parem non habet impernum”. Artinya, para pihak (negara} yang sama

bk
Ibid.

* Hualaf Adolf. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
Cet ke-3, 2002, him. 183.



kedudukannya atau yang sederajal fidak mempunyai yurisdiksi terhadap
pihak lainnya (“equals do not have jurisdiction over other”).®

Menurut Martin Dixon, "Prinsip “par in parem nor habet imperium”
tampak dalam sengketa the Schooner Exchange v Mcfaddon (1812). Dalam
sengketa ini, penggugat mengklaim kepemilikan kapal perang
berkebangsaan Perancis yang sedang berlabuh di pelaoukan Amerika
Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak klaim tersebut dengan
alasan (kapal perang) Perancis memiliki kekebalan sehingga pengadilan
Amerika Serikat tidak dapat melaksanakan vyurisdiksi terhadap kapal
tersebut®.’

Menurut Hans kelsen ‘prinsip hukum “par in parem non habet
imperium” memiliki beberapa pengertian. Perfama, suatu negara tidak dapat
melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan
negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, svatu pengadilan
yang berbentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili
tindakan suvatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari
perjanjian internasional tersebul. Kefiga, pengadilan suatu negara tidak
berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang

dilaksanakan didalam wilayahnya'®

® Ibid.
7 Inid,
® lbid,



Dalam sengketa AM. Luther Company v Sagor (1921),
pengadilan banding Inggris menegaskan:
“ It is well settied that the validity of the acts of an independent country in
relation to properly and persons within ils jurisdiction cannot be
questioned in the courts of this country".®

Yurisdiksi suvaty negara di dalam wilayahnva dapat terbagai
atau tergambarkan oleh kekuasaan atau kewenangan negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk
mengangkat judul “TINJAUAN TENTANG PRAKTEK

PELAKSANAAN YURISDIKSI NEGARA TERHADAP INDIVIDU”,

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka ada beberapa
rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu?
2. Siapa saja yang dikecualikan dari pelaksanaan yurisdiksi negara
dalam hukum internasional?
3. Bagaimana penyelesaian yurisdiksi negara terhadap individu dalam

kasus perselisinan dimana terjadinya konflik yurisdiksi 7

? Ibid.



C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Sebagai suatu karya ilmiah maka penulisan skripsi ini tentunya
mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penyusunannya, adapun tujuan
dalam skripsi ini adalah: -
1. Untuk mengetahui cara atau prakiek pelaksanaan yurisdiksi negara
terhadap individu,
2. Untuk mengetahui siapa saia vang dikecualikan dari pelaksanaan
yurisdiksi negara dalam hukum internasional.
3. Untuk mengetahui penyelesaian yurisdiksi negara terhadap individu

dalam kasus perselisihan dimana terjadinya konflik yurisdiksi.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi konstribusi terhadap ilmu
pengetahuan, khususnya bagi para mahasiswa ilmu hukum dalam
rangka pengembangan ilmu hukum internasional.

2, Sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang tertarik untuk

mengkaji tentang pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu.

D. Sistematika Penulisan
Sistematika pembahasan tugas akhir ini dibuat sedemikian rupa

sehingga memberikan penyajian materi yang berkesinambungan sesuai



aturan bab demi bab. Untuk memudahkan pembahasan lebih lanjut maka

disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

: PENDAHULUAN

-

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang memuat
latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan
tujuan penulisan, cena sistemalika penulisan,
TINJAUAN PUSTAKA

Penyajian teori-teori dasar dan beberapa pengertian
yurisdiksi negara, hubungan antara kedaulatan negara dan
yurisdiksi negara, unsur-unsur yurisdiksi negara, macam-
macam yurisdiksi negara dan yurisdiksi negara dalam hukum
internasional.

: METODE PEMNELITIAN

Merupakan gambaran tentang metode penelitian yang akan
digunakan, vyang meliputi lokasi penelitian, teknik
pengumpulan data, jenis dan sumber data, analisis data serta
waktiu penelitian.

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas secara lebih mendalam masalah
yang akan dirumuskan dengan menganalisa data yang telah

diperoleh yang kemudian disusun secara sistematis yang



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Yurisdiksi Negara

Menurut Juvens Pereire Mam:lalané;i', kata “yurisdiksi® dalam
bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, “jurnisdiction”.
Sedangkan istilzh jurisdiciion daiam bahasa Inggris itv sendiri sebznarya
dikutip atau diadopsi dari bahasa Latin yaitu "yurisdictio”. Kata yurisdictio,
sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu, kata “yuris™ dan kata “dictio”. Kata
“yuris” berarti "kepunyaan hukum” atau “kepunyaan menurut hukum® dan
kata "diction” berarti “ucapan®, "sabda", “sebutan”, “firman”."°

Jadi, jurisdictio, jurisdiction atau yurisdiksi berarti:
- "kepunyaan® seperti yang dikatakan atau yang ditentukan aleh hukum:

- "hak” menurut hukum;

- "kekuasaan® menurut hukum:

“kewenangan” menurut hukum.
Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi berarti, kepunyaan
seperti apa yarg ditentukan atau ditetapkan oleh hukum,.

Menurut A5 Hornby, E.V. Gatenby H. Wakefield, diartikan

sebagai:'’

" | Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internagional, Mandar Maju, Bandung, 1990, him.
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" Ibid. him, 283,
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- administration of justice;
- legal authority;

- night to exercise this;

- extent of this.

Di dalam Encyclopedia Americana, diuraikan mengenai arti kata
"jurisdiction” (yurisdiksi), sebagai berikut; '

" jurisdiction”, in, law, a term for power or authority. It is usually applied to
courls and quacy judicil bodies, descrioing the scope of therr right ic act
As appiied o a state or nation, the term means the authonty fo declare
and enforce the law”

(Dari pengertian tersebut diatas yaitu Yurisdiksi karena perkawinan
suatu istilah untuk otoritas atau kuasa. pada umumnya diberlakukan bagi
meramahi dan quacy badan hal tentang pengadilan, menggambarkan lingkup
dari tindakan hak-hak untuk mereka. Ketika diberlakukan bagi suatu bangsa

atau status, istilah alat-alat penguasa untuk mengumumkan dan

menyelenggarakan hukum).

Pada dasarnya, yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum,
khususnya kekuasaan atau kewenanan yang memiliki suatu badan peradilan
atau badan-badan negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang
berlaku. Didalamnya tercakup pula batas-batas atau luasnya ruang lingkup
kekuasaan atau kewenangan ifu untuk membuat, melaksanakan atau
menerapkan hukum yang berlaku maupun untuk memaksakannya kepada

pihak-pihak yang tidak menaatinya.

mlhlﬂ.



Jika kata ” yurisdiksi ” itu dikaitkan dengan “negara "' atau bangsa ,
maka “yurisdiksi negara” itu berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu
negara untuk menetapkan'.n‘an memaksakan (to declare and to enfn-rce}
hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Dalam pengertian-ini,
yurisdiksi negara tersebut barulah merupakan pengertian yang umum dan
juas. D1 dalamnya tercakup ywisdiksi negara daiam ruang lingkup nasional
atau dalam ruang lingkup batas-batas wilayahnya.

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara
terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Pada prinsipnya negara
memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh
orang (warga negara atau warga negara asing) yang berada di wilayahnya.
Negarapun memiliki wewenang yang sama untuk mengatur benda-benda

atau peristiwa-peristiwa (hukum) yang terjadi di dalam wilayahnya.™

B. Hubungan antara Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Negara
Sebelum pembahasan sampai pada yurisdiksi negara, maka
terlebih dahulu akan dikemukakan secara ringkas tentang kedaulatan
negara.
Salah =atu unsur esensial dari negara ialah penguasaan suatu
daerah teritorial, dimana hukum negara itu beroperasi. Alas wilayah ini,

wewenang tertinggl diberikan kepada negara itu. Dengan demikian

3 Hualaf Adolf, Op.cit. him 183



timbullak konsep “Kedaulatan Teritorial” yang berarti bahwa di daerah
teritorial ini yurisdiksi dijalankan oleh negara itu atas orang-orang dan
harta benda.™
Kedaulatan negara sebagaimana kita ketahui, adaiaﬁ merupakan
kekuasaan terlinggi dari suatu negara. |ni berarti diatas kedaulatan itu tidak
acz lagl kekvasadn yang lebik ti:‘nggi,15 Kedauiaian vang dimiliki olak suatu
negara menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah merdeka atau tidak
tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal ini tidak dapat diartikan
bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau sebagai tidak terbatas
sama sekali. Pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum nasional
maupun hukum internasional'®
Kedsulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek. Perfama,
aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala
sesuatu yang aca atau terjadi di dalam batasan-batasan wilayahnya. Kedua,
aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi ‘untuk mengadakan hubungan
dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu
yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih
ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun, sebagaimana telah

dikemukakan diatas, semuanya itu dibatasi oleh hukum."’

' T_May Rudy, 2002. Pengantar Hukum Internasional 1. Refika Aditama. Bandung. him. 73,
** Wayan Parthiana, Op.cit, him. 294

"ibid

" Ibid,
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Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat di turunkan hak,
kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern
maupun eksternnya. Dengan kata lain, dari kedaulatannya itulah yang
diturunkan atau lahir yulisdihsi.;hegara. Dengan hak, kekuasaan dan
kewenangan atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara dapat
mengalur secara lebih rnct dan  jeias masalah-irasalah yang
dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan dari negara itu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanyalah negara berdaulat

yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional.'®

C. Unsur-unsur Yurisdiksi Negara
Berdasarkan definisi mengenai yunsdiksi negara maka secara
singkat dan garis besar, unsur-unsur dari yurisdiksi negara sebagai
beritut: '
1. Hak, kekuasaan dan kewenangan.
Dalam hal ini sudah jelas bahwa dengan hak, kekuasaan dan
kewenangan inl suatu negara akan dapat berbuatl atau melakukan

sesuatu, yang sudah tentu pula harus berdasarkan atas hukum yaitu

hukum internasinal.

" ibid., him. 295,
" lbid. him. 298.
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2. Mengatur (legislatif, eksekutif dan yudikatif),

Hak, kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan sesuatu dalam hal
ini adalah untuk menga’iur atau mempengaruhi, didalamnya mencakup
membuat atau menetapkan peraiuran (legisiatif); melaksanakan atau'.‘
menerapkan peraturan yang telah dibuat atau ditetapkannya itu
vexsekutil), memaksakan, mengenzkan sanksi 2lau mengadili dan

menghukum pihak yang melanggar peraturan tersebut (yudikatif).

. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda).

Hak negara untuk mengatur (unsur nomor 1 dan 2) tentulah ditujukan
ternadap suatu obyek vyang memang dapat ditundukkan pada
peraturan yang dibuat, dilaksanakan dan dipaksakan oleh negara
tersebut. Obyek itu dapat berbentuk, peristiwa, perilaku, masalah,

orang, benda, ataupun perpaduan antara satu dengan lainnya.

. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (not exclusively

of domestic concemn).

Dalam hal ini tentulah erat kaitannya dengan masalah tempat di mana
obyek itu berada atau terjadi. Meskipun dalam kenyataan, masalah
tempat dari cbyek ini tidak selalu di luar batas-batas wilayah negara,
sebab boleh jadi mengenai tempat ini mengandung wunsur domestik
dan unsur bukan domestik. Unsur ini dirumuskan dengan agak samar-
samar, masalah-masalah yang merupakan masalah dalam negeri

(domestic) suatu negara, tunduk pada yurisdiksi nasional negara itu

15
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sendiri. Tetapi terhadap obyek atau masalah yang tidak secara
eksklusif atau tidak semata-mata merupakan masalah dalam negari,
atau masalah yang mengandung aspek internasional namun ada
kaitannya dengan kepentingan lebih dari satu negaré. tunduk pada
yurisdiksi siapa? Dalam hal ini adalah hukum internasional yang
mengaiur altau menentukannya. Namoun, yang pentino difekankan di
sini adalah obyek yang turduk pada peraturan tersebut mengandung
aspek internasional. Aspek internasional inilah yang menjadi ciri yang
menunjukkan bahwa hak, kekuasaan dan kewenangan untuk
mengatur obyek itu tidak berdasarkan pada hukum nasional melainkan

pada hukum internasional.

. Hukum internasional (sebagai dasar atau landasannya).

Hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk mengatur obyek yang
tidak semata-mala merupakan masalah dalam negen atau domestic
itu, adalah berdasarkan pada hukum internasional. Dengan perkataan
lain, hukum internasionallah yang memberikan hak, kekuasaan dan
kewenangan kKepada negara itu untuk mengatur obyek yang semata-

mata bukan merupakan masalah domestik itu.

D. Macam-macam Yurisdiksi Negara

Atas dasar pembahasan mengenai unsur-unsur yurisdiksi negara

seperti diuraikan di atas, sekarang dapallah dijabarkan macam-macam

16



dari yurisdiksi negara tersebut. Secara garis besar macam-macam
yurisdiksi negara itu dapat ditinjau berdasarkan pada:™®
1. Hak, kekuasaan dan kewenangan u.rttph mengatur,

-

2. Hak, kekuasaan dan kewenangan atas obyek yang diatur;
3. Hak, kekuasaan dan kewenangan atas tzernpat tau terjadinya obyek
yang diatur,
1. Yurisdiksi negara atau hak, kekuasaan dan kewenangan negara untuk
mengatur, dapat dibedakan antara:
1.1, Yurisdiksi legislatif (legislative jurisdiction)
1.2.  Yurisdiksi eksekutif {(exsekutive jurisdiction)
1.3, Yunsdiksi yudikatif (judicative jurisdiction).
1.1, Yursdiksi legislatif,

Yurisdiksi legislatif adalah yurisdiksi suatu negara untuk
membuat atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan,
untuk mengatur suatu obyek atau masalah.*' Obyek atau masalah
itu, sudah tentu tidak semata-mata bersifat domestik.

1.2. Yurisdiksi eksekutif.

Yurisdiksi eksekutif disebut juga yurisdiksi administratif, %

Menurut Oskar Schachter, Yurisdiksi eksekutif adalah Kewenangan

negara untuk memaksakan atau menegakkan (enforce) agar subyek

! |bid, him. 298.
* |nid,
2 |hid. him. 300



hukum menaati peraturan  (hukum). Ada pula sarana yang
menyebutnya  dengan  enforcement  jursdiction  (yuisdiksi
pengadilan). ** | |
1.3. Yunsdiksi yudikatif . -'
Yurisdiksi yudikatif adalah yurisdiksi suatu negara untuk
mangacili dan atau menghukum sipeianggai peraturan perundang-

undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh negara yang

bersangkutan,®

2. Yurisdiksi negara atas obyek (hal, masalah, peristiwa, orang dan benda).

Jika yurisdiksi negara itu dikaitkan dengan obyek yang dapat

ditundukkan pada yurisdiksi tersebut, maka vyurisdiksi negara itu

dibedakan menjadi:

a, Yurisdiksi personal atau jurisdiction in personal.

b. Yurisdiksi kebendaan atau jurisdiction in rem.

c. Yurisdikst eriminal atau eriminal jurisdiction.

d. Yurisdiksi civil atau civil jurisdiction.

e. Yurisdiksi eksklusif atau exclusive jurisdiction.

1 Hualaf Adolf, Op.cit,. him, 185,

* Ibid; hihat juga Brownlie, 1979, Principles of Public International Law, Oxford: Oxford U.P.,
J.ed., 1879, him. 298; Greg, Internalional Law, London: Bullerworths, 2.ed., 1978, him.
211
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a. Yurisdiksi personal atau jurisdiction in personal

Yurisdiksi ini disebut juga yurisdiksi atas orang atau atas obyek
hukum. Dalam yurisdiksi personal ini, titik beratnya terletak pada subyek
hukumnya yang dapat ditundukkan pada yurisdiksi tersebut. Baik subyek
hukum itu berupa orang atau individu maupun pribadi atau badan hukum.

Yurisdiks! sualy recara untuk merentukan orang atau oribad:
hukum berada dibawah kekuasaan hukum nasionalnya, dapat
berdasarkan pada kewarganegaraan. Dalam hal ini ada dua
kemungkinannya, yaitu:

I. Orang itu adalah warganegara dari negara itu sendiri.
2. Orang itu bukan warganegaranya sendiri, tegasnya bisa orang
berkewarganegaraan asing atau orang tanpa kewarganegaraan.

Jika yang menyangkut badan atau pribadi hukum, dibedakan
antara;

1. badan hukum nasional, dan
2. badan hukum asing.

i samping itu, faktor yang tidak kalah pentingnya untuk
menentukan seseorang atau pribadi hukum ditundukkan pada yurisdiksi
nasional suatu negara adalah adanya kepentingan dari negara yang
bersangkutan terhadap orang atau pribadi hukum tersebut atas

keterlibatannya dalam suatu peristiwa hukum.
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Dalam hukum internasional - demikian pula hukum nasional -
yurisdiksi suatu negara terhadap orang jika ditinjau dari segi
kewarganegaraannya, dibedakan dalan dua kategori yaitu:

I. Yurisdiksi negara atas orang yang berdasarkan kewarganegaraan aktif
(active nationality principe), atau dengan singkat disebut juga: yurisdiksi

persunai herdasarkan gsas kewarganzgaraan ahif

Asas ini menitik beratkan pada adanya hubungan langsung dan
aktif antara negara itu sendiri dengan warganegaranya. Asas ini
berlandaskan pada suatu asumsi seliap orang warganegara akan
membawa dan menaati hukum negaranya dimenapun dia berada.
Dengan kata lain, hukum negaranya akan selalu mengikutinya,

kemanapun dia perg: dan dimanapun dia sedang berada **

Seseorang yang berada di luar wilayah negaranya atau
tegasnya, berada di wilayah negara lain, secara prinsip, tunduk pada dua
hukum yaitu hukum nasional negaranya dan hukum negara setempat.

2. Yurisdiksi negara atas  orang/personal  yang berdasarkan
kewarganegaraan pasif (passive nationality principle).
Titik berat dari asas ini terletak pada usaha negara itu untuk

melindungi kepentingannya maupun kepentingan warganegaranya

# | \Wayan Parthiana, Op.cit. him. 304.
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sendiri terhadap tindakan-tindakan atau perilaku orang asing yang
merugikannya. *®

Prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili
warganegaranya karena kejahatan yang diiakhkannya dimanapun juga.
Sebaliknya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplu;ﬁﬁtik
KEpaca warganegaranya di iuar neqeri, Xetentuzn telah diterima secara
universal, *7

Yurisdiksi semacam ini disebut juga dengan yurisdiksi personal
berdasarkan prinsip perlindungan.

b. Yurisdiksi kebendaan atau jurisdiction in rem.

Yunsdiksi kebendaan adalah benda-benda yang terletak atau
berada diluar wilyah negara. Hal ini berartu pula, bahwa terhadap benda
itu ada kemungkinannya juga tunduk pada yurisdiksi nagara lain, atau
tunduk pada hukum internasicnal. Jadi mengandung aspek intenasional,

Benda ditinjau dari letaknya atau tempatnya berada, terdapat
beberapa kemungkinan yaitu :

1. Ada benda yang selamanya terletak atau berada dalam batas wilayah
suatu negara, benda-benda semacam inilah yang disebut dengan

benda tetep atau benda tidak bergerak. Benda dalam golongan ini,

sepenuhnya dan selamanya akan tunduk pada yurisdiksi nasional dari

% |bid, him, 305
T Hualaf Adolf. Op.cit. him, 211
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negara tempat benda itu terletak. Benda semacam ini mengandung
aspek internasional karena semata-mata merupakan masalah
domestik. Sebagai contoh misalnya, gedung-gedung, tamah, dan

benda-benda tetap lainnya.

. Suatu benda pada suatu wakiu berada didalam wilayah sualu negara,

pada suatu wakiu iatn berada diwilayah negara 1ain, dalam waktu vang
lain lagi benda itu berada diluar wilayah negara manapun juga.

Benda semacam ini misalnya, sebuah kapal laut yang karena
pelayarannya mengarungi samudera, sehingga pada suatu wakiu
berada diperairan territorial suatu negar kemudian berda dilaut lepas

dan suatu waktu yang lain, berada diperairan teritorial negara lain.

. Suyatu benda sebahagian berada dalam wilayah suatu negara dan

sebahagian lagi didalam wilayah negara lain.

Benda semacam ini tentu saja akan menjadi permasalahan yaitu
tunduk pada yurisdiksi negara yang manakah benda itu? Walaupun
contoh nyata mengenai benda semacam ini memang sukar untuk
dikemukakan, namun tidak mustahil bahwa pada suatu waktu benda
yang semacam ini akan menimbulkan persoalan antara dua negara

atau lebih yang kebetulan tersangkut dalam kasus tersebut

| Wayan Parthiana, Op.cit,, him. 308.



¢. Yunsdiksi kriminal atau criminal jurisdiction,

Kejahatan atau dalam istilah yuridis disebut tindak pidana,
peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik, kadangkala tidak saja
menyangkul kepentingan satu negara, tetapi juga menyangkut
kepentingan lebih dari satu negara. Hal ini bisa disebabkan oleh karena
peristiwa itu sendiri yany nemany tenadi pada dua negara baik secara
serentak atau secara beruntun; peristiwanya terjadi dalam satu negara
tetapi menimbulkan akibat dinegara lain; pelaku peristiwa itu melarikan din
ke negara lain; dan lain sebagainya. ®

d. Yurisdiksi sipil {civil jurisdiction).

Seperli halnya vyurisdiksi kriminal, yurisdiksi sipilpun juga
menyangkut hak atau yurisdiksi negara atas peristiwa hukum sipil yang
terjadi pada suatu tempat tertentu. Dalam hal ini sudah tentu perstiwa-
peristiwa hukum sipil yang menyangkut aspek internasional.

Berbagai variasi dari peristiwa sipil, dapat ditinjau dari berbagai
seqi, seperti misalnya :

a. Darl sudut subyek hukum atau pribadi hukum yang terlibat dalam
peristiwa sipil tersebut,

b, Dari sudut tempat terjadinya peristiwa hukum maupun akibat yang

ditimbulkannya.

¥ Wayan Parhtiana: Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia;
celakan kedua, Mandar Maju, Bandung, 1980Tentang kejahatan atau tindak pidana yang
dapat tunduk pada yurisdiksi dari dua negara atau leih.
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c. Jenis atau macam dari peritiwa hukum tersebut.
d. Dan lain-lain.

e. Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau tempat dari obyek atau
masalah (yang bukan semata-mata masalah domestic).

"Dalam hal ini yang dititik beratkan adalah tempat dari obyek
tersebut. Obyek itu bisz berada atau teriadi di caiam batas-baias wilayah
suatu negara, bisa diluar batas-batas wilayah suatu negara atau bisa juga
merupakan kombinasi antara keduanya. Bahkan bisa juga disuatu ruang
atau tempat yang statusnya bukan wilayah negara tapi dapat diberlakukan
hukum nasional negara yang bersangkutan, misalnya di Zona Ekonomi
Eksklusif. Di Landasan Kontinental, di Jalur Tambahan dan lain-lainnya.

Atas dasar itu, maka dibedakan vurisdiksi negara atau prinsip
yurisdiksi berdasarkan tempat atau ruang di mana obyek itu berada atau
terjadi, yaitu.

1) ‘r‘un'sciilr.si teritorial.

2) Yurisdiksi quasi teritorial.
3). Yurisdiksi ekstra territorial.
4), Yurisdiksi universal.

5). Yurisdiksi eksklusif.

6). Yurisdiksi Perlindungan.
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Ad.1). Yurisdiksi teritorial

Hukum internasional memang memberikan hak dan
kewenangan  sepenuhnya kepada sefiap negara untuk mengatur
masalah dalam negarinya sendiri.

Megara memiliki kedaulatan (soveregnly] yang mengandung
dua sisi, yaitu, siz: internal dan sisi eksternal. Sisi internal dari
kedaulatan negara melahirkan kedulatan teritorial (teritorial
soveregnty) sedangkan sisi eksternalnya, dalam kondisi negara-
negara hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya,
melahirkan kesaman derajat, hak-hak dan kewajiban yang sama
secara timbal balik antara negara-negara serta kemampuan
mengadakan hubungan dalam kedudukan yang sederajat antara satu
dengan yang lainnya.*

Menurut Dickinson, “Bahwa prinsip yurisdiksi tentonial, negara
mempunyai yurisdi-hsi terhadap semua persoalan atau kejadian

1 Prinsip ini adalah prinsip paling penting dan

didalam wilayahnya.
mapan dalam hukum internasional. Menurut Hakim Lord Macmillan;
suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda dan

perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya

® | \Wayan Parthiana : Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Cetakan Pertama,
Mandar maju, Bandung: Yrama Windu, 2003, Op.cit., him. 12,
* Hualaf Adolf, Op.cit., him 186.
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sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau

berbunyi demikian: ¥

It is essential attribute of the sovereignty, of this realm, as of ail
sovereigm rndegpendent States, that it should posses jurisdiction over all
persons and things withim its feritorial limits and in all causes civil and
criminal ansing within these limils.”

Cari pangartian diztas Adalak assesial atribut vang menyangku!
kedaulatan, tentang dunia ini, mulai dari semua sovereigm siatus mandiri,
bahwa itu perlu memiliki yurisdiksi atas semua orang dan hal-hal di dalam

teritorialnya membatasi dan dalam semua penjahat dan sipil penyebab yang

timbul di dalam batas ini).

Prinsip teritonal ini terbagi dua. Pertama, suatu tindak pidana yang
dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain, kedua negara memiliki
yurisdiksi Negara, dimana perbuatan itu dimulai, memiliki yurisdiksi menurut
prinsip teritorial subyektif. Negara dimana tindakan tersebut diselesaikan |

memiliki yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial obyektif.

Dari kedua prinsip ini, kecenderngan yang tampak adalah banyaknya
penerapan pinsip teritorial obyektif. Salah satu contoh klasik adalah sengketa

the Lotus Case (1927). Menurut David H. Ott; Salah satu pertimbangan

Mahkamah Internasional Permanen berbunyi sebagai berikut: >

* giarke, Op. Cit,. him, 194,
¥ Hualaf Adolf, Op.cit., him. 187



"It is certain that the courts of many countries ... interpret criminal law in the
sense that offences, the authors of which at the moment of commission are in
the territory of another state, are nevertheless to be regarded as having been
commilted in the national territory, if one of the constituent elements of the of
fence, and more especially ifs effects, have taken place here."

(Dari  pengertian  diatas  yaitu  banyak negara-negara...
menginterpretasikan hukum pidana di dalam pengertian bahwa yang mana
pada suate saat komisi pengawas adaiab di wilayah status yang lain | tidai
pernah dihormati seperti yang dilakukan dalam nasional teritorial, jika salah
satu dari unsur-unsur pagar, dan lebih terutama efeknya, sudah berlangsung

di sini).
Dari uraian diatas tampak terdapat hubungan yang sangat erat

antara wilayah suatu negara dengan kewenangan yurisdiksinya.

Menurut Gianville Williams, hubungan yang erat seperti tersebut

diatas, dapat dijelaskan karena adarnya faktor-foktor sebagai berikut: >

1). Negara gimana suatu perbuatan tindak pidana/Kejahatan tilakukan
biasanya mempunyai kepentingan vyang paling kuat urtuk

menghukumnya.

* |bid. lihat juga Greg, International Law, London: Butterworths, 2nd, ed., 1976. him. 214,
Menurut hasil penelitian Universitas Harvard, perlimbangan lain dalam menerapkan
yurisdiksi teritorial ini adalah bahwa negara dimana sipelaku tindak pidana itu berada
memiliki kepentingan, fasilitas dan pejabat yang paling berkompaten untuk menan_gani
tindak pidana baik yang dilakukan oleh warganegaranya maupun aleh warganegara asing.
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Z). Biasanya sipelaku kejahatan ditemukan di negara tempat ia

melakukan tindak pidana? kejahatan,

3). Biasanya, pengadilan setempat (local forum) di mana tindak pidana
terjadi adalah yang paling tepat, karena. sanksi-sanksi (dan

mungkin barang buktinya) dapat ditemukan di negara tersebut.

4). Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari satu sistem
hukum yang berbeda, maka akan janggal jika seseorang akan
tunduk pada dua sistem hukum. Misalnya, seorang warga negara
Amerika Serikal datang ke London dan di sana ia harus tunduk
pada sistem hukum Inggris dan Amerika serikat.

Ad.2). Yurisdiksi guasi-teritorial.

disebut quasi-teritorial oleh karena ruang atau tempat atau area
dimana yurisdiksi negara itu diterapkan, sebenarnya bukanlah wilayah
negara. Hanya saja, ruang atau tempat atau area tersebut berdekatan

atau bersambungan dengan wilayah negara. e

Ad.3). Yurisdiksi Ekstra-tentorial.

Kepentingan suatu negara lidak hanya cukup di dalam batas-

batas wilayahnya tetapi juga meluas sampai pada area yang jauh di

1% | Wayan Parthiana. Op.cit,. him. 321,



o ——

Ad.4).

luarnya. Misalnya pada area yang bukan merupakan wilayah negara,
seperti dilaut lepas, di ruang udara internasional (ruang udara bebas),
atau pada area lain yang status yuridisnya sama dengan laut lepas
maupun ruang udara internsional itu, seperti Antartika dan Artika

(Kutub Selatan Dan Kutub Utara).*®
Yurisdiksi Universal.

Yurisdiksi universal mengandung pengerian bahwa, suatu
negara memiliki yurisdiksi atas pelaku suatu kejahatan, dimanapun
dan kapanpun kejahatan itu dilakukan, siapapun pelakunya atau
siapapun yang menjadi korbannya. Kejahatan-kejahatan vyang
pelakunya ditundukkan pada yurisdiksi universal ini adalah kejahatan
yang digolongkan sebagai musuh umat manusia (hestis humani
geners), Misalnya, kejahatan narkotika, terorisme, pembajakan udara,

genocide kejahatan perang dan lain-lain.*

Menurut Martin Dixon; "Setiap negara mempunyai
yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat
internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan

dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan”. *

* |pid. him. 324.
¥ Hualaf Adolf. Op.cit. him. 15

* |bid.
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Menurut O.Shachyet & C.T. Oliver; "Kejahatan yang dapat
mengancam kepentingan negara, misalnya saja, berkomplot untuk

menggulingkan pemerintah, pemalsuan uang, spionase”. *

>

Menurut Maryan Green International Law : Peace; berpendapat bahwa
terhadap kejahatan-kejahatan seperti ini, selain memiliki yurisdiksi, negara-

negarapun memiliki hak, bahkan kewajiban untuk menghukumnya. *®

Menurut Martin Dixon; * Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap
jenis kejahatan yang merusak (destruktif) terhadap masyarakat internasional
sebenarnya juga disebabkan karena lidak adanya badan peradilan
internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan oleh orang

perorangan (individu)”. "

Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang
tunduk kapada prinsip yurisdiksi "universal adalah pembajakan di laut
{(perampokan) dan kejahatan perang, kejahatan kejahatan lainnya yaitu
kejahatan lalulintas, obat-obatan terlarang, pembajakan, apartheid dan

kejahatan (penyerangan) terhadap diplomat.*

** Ibid,
* \bid. him. 217,
:; I,

Ibid.
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Menurut Shaw; Yurisdiksi terhadap perampok telah diterima cukup
lama oleh hukum internsional. Setiap negara dapat menahan dan

menghukum setiap tindak pembajakan di laut. **

C.T. Qliver, berpendapat bahwa Sudah berabad-abad lamanya
masyarakat internasional menganggap perampok sebagai musuh umat

manusia. **

shaw, berpendapat bahwa Kejahatan perang juga telah diterima
universal sebagai kejahatan yang tunduk kepada yuisdiksi setiap negara

meskipun jenis kejahatan ini sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya.*®

N.A. Maryan Green; berpendapat bahwa Komisi kejahatan perang
PBB (the United Nations War Crimes Commission) menyatakan bahwa hak
untuk menghukum kejahatan tidak terbatas kepada negara vyang
warganegaranya menderita atau kepada negara yang wilayahnya dipakai
sebagai ternpat dilaksanakannya kejahatan. Namun hak tersebut dimiliki oleh

setiap negara yang merdeka. - F’éndapat komisi PBB tercebut berbunyi

sebagai bernkut:

2 Ibid.
* Ibid.
“ ibid.
*€ \bid.him. 215.
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Ad.5).

‘the right to punish war crimes is not confined fo the state whose
national have suffered or whose feritory the offence took place, but is
possessd by any independent state, just as is the right to punish
piracy.”

(Dari pengertian diatas yaitu Hak untuk menghukum kejahatan
peperangan tidaklah terbatas pada status yang nasional siapa sudah
menderita atau teritory sakit hati siapa mengambil tempat, tetapi

adalah possessd oleh manapun status mandin, sama halnya menjadi

hak untuk menghukum perampokan).

Att. Gen of the Government of lsrael v. Eichmann (1961),
Bahwa; Prinsip universai ini diterapkan dalam sengketa klasik
mengenai prinsip yurisdiksi universal, the Eichmann, oleh pengadilan
Jerusalem dan Mahkamah Agung Israel tahun 1961 %

Yurisdiksi Eksklusif,

Yurisdiksi eksklusif ini muncul didorong oleh keinginan dan
kemampuan negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan
tanah di bawahnya serta mengeksploatasi sumber daya alamnya,
sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi (kelautan), Semula negara-negara melakukan klaim

sepihak untuk membenarkan tindakannya mengeksplorasi dasar laut

" | Wayan Partiana. Pengantar Hukum Internasional, Op.cit Him. 295
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Ad.6).

dan tanah dibwahnyaserta mengekspoatasi sumber daya alam yang

terkandung didalamnya.*®
Yurisdiksi Perlindungan

Menurut C.T. Oliver; Berdasarkan prinsip jurisdiksi
perlindungar, sualy negara dapat melaksanakan jurisciksmya
terhadap warpa-negara asing yang melakukan kejahatan di luar neger|
yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, intergritas

dan kemerdekaan negara. *

Menurut O.Schachter & C.T. Oliver; Kejahatan yang dapat
mengancam kepentingan negara, misalnya saja, berkemplot untuk

menggulingkan pernerintah, pemalsuan uang, spionase. ™

Menurut professor Higgins, penerapan yurisdiksi extrateritorial
adalah sah-sah saja dalam hukum international. Hanya saja, hukum
internasional memberi toleransi penerapan jurisdiksi ini sepanjang
pelaksanaanya tidax berlepihan dan negara tidak berusaha untuk
menegakkan atau memaksakan penerapannya di dalam wilayah

negara lain.”’

# Ibid. him. 326.
9 |bid.him. 219

“ | bid.

1 |bid. him. 216
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Menurut AV. Lowe: Amerika serikat baru aktif menerapkan
prinsip yurisdiksi extrateritorial ini untuk melindungi atau memajukan
kepentingan dagang atau ekonominya. Penerapannya sudah barang tentu

mendapatkan sambutan dingin dari negara-negara lain, *

Adapun tipe-tipe yurisdiksi pengadilan, didalam sistem hukum
common law, terdapat beberapa kategori yurisdiksi pengadilan. Jika suatu
gugatan berkaitan dengan hak-hak atau kepentingan-kepentingan semua
orang mengenai suatu hal atau benda, pengadilan dapat secara langsung
menjalankan kekuasaannya terhadap suatu hal atau benda tersebut
meskipun pengadilan mungkin tidak mempunyai yurisdiksi terhadap orang-
orang yang dan kepentingannya tersebut terpengaruh. Yurisdiksi semacam
ini disebul dengan yurisdiksi in rem, tujuan utama dalam gugatan in rem

adalah memenangkan gugatan mengenai res (benda).®

E. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional
imre Anthcny Csabafi, dalam bukunya “The Consept of State
Yurisdiksi in Intemasional Space Law”, mengemukakan pengertian

tentang yurisdiksi negara dengan menyatakan sebagai berikut: **

* |bid. him. 216
* Ridwan Khariadi, Nandang Sulrisno & Jawahir Thontowi, 1990, Pengantar Hukum Perdata

Internasional-Indonesia. Pusat Stedi Hukum. Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia

& Gama Media. Cet-1, Yogyakarta.
™ | wayan Partiana, Pengantar Hukum Internasional, Op.cit,.him. 295,
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" state jurisdiction in public international law means the right of a
State fo regulate or affect by legisiative, executive or judicial measures the

right ﬂ_f persons, properly, acis or events with respect fo matters not
exclusively of domestic concern”,

(yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak
dar suatu negara untuk mengatur atau me-..mpengaruh] dengan langkah-
langkah atau tindakan yang bersifat legislative, eksekutif atau yudikatif
atas hak-hak indwvidu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku
atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah
dalam negeri).

Senada dengan definisi Imre Anthony Csabafi, F.A. Mann, dalam
bukunya “Studies in Internaticnal Law” menyatakan sebagai berikut: -

“When public internalional law yers pose the problem of jurisdiction, they
have in mind the State’s right under international law fo regulate conduct
in matters not exclusively of domestic concern’.

{Apabila para ahli hukum internasional berhadapan dengan
masalah yurisdiksi, dalam fikiran mereka terbayang atas hak suatu negara
herdasarkan hukumn internasional untuk mengatur perilaku  yang
berkenaan dengan masalah-masalah yang tidak secara eksklusif

merupakan masalah dalam negeri).

 \bid. him. 296.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan
yang harus ditalui adalah relakuxan penalitian. Adapun lckasi penelitian
adalah Perpustakaan Pusat UNHAS Makassar, Perpustakaan Unit
Fakultas Hukum UNHAS Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian
lersebut karena didalamnya terdapat bahan-bahan atau informasi berupa

data-data yang penulis butuhkan,

B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data
sekunder yaitu data yang dipenuhi dari studi pustaka yang ada kaitannya
dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan sumber data adalah melalui studi literatur, media

cetak dan media elekironik yang berkaitan dengan objek yang menjadi

masalah

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian

dengan cara : penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian
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dengan mempelajari bahan bacaan, berupa buku-buku ilmiah, laporan
surat kabar, internet, Jurnal serta bahan kepustakaan lainnya yang

berhubungan dengan objek yang menjadi permasalahan,

D. Analisis Data
Jntuk mengclah data sekunder yang lelah diperoieh seperti
yang tersebut diatas agar menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi yang
terpadu dan sistematis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif

sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Praktek pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap individu.

Dalam yurisdiksi negara dikenal beberapa asas, seperti asas
teritoral, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif atau asas
perlindungan, dzn asas universal. Sebagaimana hakekai dari sty asas
hukumn pada umumnya, asas-asas dari hukum itupun dimaksudkan untuk
menjadi landasan atau dasar dari pembentukan maupun pemberlakuan
kaidah hukum atas suatu peristiwa.™

Tampaknya asas-asas hukum tersebut juga dianut aleh seluruh
atau sebagian besar dari negara-negara lain di dunia. Jika demikian,
dapat disimpulkan bahwa, asas-asas tersebut merupakan asas yang
beraku umum.®

Dalam hubungannya dengan yurisdiksi negara maka perlu
diperhatikan cara atau praktek pelaksanaan yurisdiksi negara terhadap
individu, sebagai berikut:

1. Yurisdiksi teritorial
Ditinjau dari segi hukum internasional, negara memiliki kedaulatan
(sovereignty) yang mengandung dua sisi yaitu internal dan eksternal,

Sisi internal dari kedaulatan negara melahirkan kedaulatan teritorial

* jwayan Parthiana, Op.Cit. him_11.
5 Ihidl.
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(territorial sovereignty) sedangkan sisi eksternainya, dalam kondisi
negara-negara hidup saling berdampingan antara satu dengan yang
lainnya, melahirkan kesamaan derajat, hak-hak dan kewajiban yang
sama secara timbal balik antara negara-negara serta kemampuan
mengadakan hubungan dalam kedudukan yang sederajat antara satu
dengar yang lainnva. ™
Yurisdiksi teritorial dilaksanakan baik terhadap warga negara maupun
terhadap orang asing. Sebagaimana dikatakan oleh Hakim J.B.Moore dalam
The Lotus Case,™

“orang asing tidak dapat menuntut kebebasan atas yurisdiksi teritorial

kecuali dapat dibuktikan bahwa ia tidak tunduk pada hukum nasional

karena kebebasan khusus atau hukum setempat itu tidak sesuai
dengan ketentuan hukum internasional.”

Dalam hubungannya dengan yurisdiksi negara, timbul pertanyaan
apakah hukum internasional tidak memberikan yurisdiksi atau memberikan
hak, kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur- (yurnisdiksi legislatif)
peristiwa tersebut kepada negara-negara sebagai anggotz masyarakat
internasional? Apakah hukum internasional memang melarang atau tidak
memperbolehkan negara-negara untuk membuat peraturan perundang-
undangan yang melindungi warga negaranya yang menjadi korban

pembunuhan oleh negara asing di negara lain atau di luar wilayah

* |bid. him 12
* | bid.



T

negaranya?® Dalam hal ini, patut ditegaskan bahwa tidak ada larangan bagi
suatu negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur
masalah seperti telah diuraikan diatas. Bahkan adalah merupakan kewajiban
setiap negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya
yang berada diluar batas-batas wilayahnya.®'

Feiaksaraan yurisaiksi nagara oleh suatu negara terhadap naita
benda, orang tindakan atau periztiwa yang terjadi didalam wilayahnya jelas
diakui oleh hukum internasional untuk semua negara anggota masyarakat
internasional. Prinsip tersebut telah dikemukakan dengan tepat oleh Lord

Macmillan:®

*adalah suatu cin pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti
semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki
yurisdiksi ternadap semua orang dan benda di dalam batas-batas
teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul
di dalam batas-batas teritorial ini".

Menurut praktek Inggris, keberadaan fisik dari seseorang atau benda
di dalam wilayah negara ini saja telah cukup untuk menarik yurisdiksi tanpa

perlu berdomisili atau bertempat tinggal di wilsyah negara ini.* Memang,

B qalam kasus kapal Lotus (the Lotus Case) 1827, Mahkamah Internasional Permanen
(PCH)) membenarkan yurisdiksi Turki sebagaimana diatur datam hukum pidananya atas
nahkoda kapal dagang Perancis Lotus, yang telah menabrak dilaut lepas dan menewaskan
beberapa penumpang kapal Turki bernama Borzourt sehingga tenggelam. Dari keputusan
Mahkamah ini, dapat ditarik yurisprudensinya  yaiu bahwa hukum internasional
membenarkan atau tidak melarang negara-negara untuk mEm!:Erlﬂkuhan hukum pidananya
di luar batas wilayahnys demi melindungi warga negaranya.(Ibid. him. 293),

*! Ibid. him. 300,

* J G. Starke. Op.cit. him. 270,

= bid him. 271,
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menurut apa yang disebut prinsip “"yurisdiksi sementara® (transient
yurisdiction), sebuah pengadilan Inggris dapat melaksanakan yurisdiksi
berkenaan dengan seseorang, yang dengan menyidangkan perkaranya
selama orang itu melakukan kujungan singkat kewilayah inggris.®® Lebih
lanjut, pembuat undang-undang dianggap menghendaki bahwa undang-
undang yang dibuainya trbatas beriakunya terhadap crang, harta benda dan
peristiwa-peristiwa dalam wilayah dimana ia memiliki yurisdiksi teritorial,
kecuali jika tampak kehendak yang sebaliknya, dan perundang-undangan itu
dibentuk dengan menunjuk pada maksud pembuat undang-undang
tersebut.®® Kaidah konstruksi yang serupa ini pun diterapkan di Amerika
Serikat %

Untuk tujuan melaksanakan vyurisdiksi teritorial, telah menjadi
kebiasaan untuk mengasimilasikan:®
a). Jalur pantai maritim atau laut teritorial,
b). Kapalkapal.-yang mengibarkan bendera negara yang berkehendak

melaksanakan yurisdiksi.

c). Pelabuhan, kedaiam teritorial suatu negara.

B hid. Menurut Protokol Tambahan 15 Okiober 1986 pada Konvensi tentang pengakuan dan
pemberakuan  Keputusan-keputusan Asing  dalam masalah-masalah Perdata dan
Komersial tanggal 26 April 1986 (Konferensi The Hague tentang Huhum_ Pe!rdata
Internasional), suatu keputusan yang didasarkan atas yurisdiksi demikian t_:d_aah: J:lmlr.l.!l a_tau_
diberlakukan oleh pengadilan negara lain apabila tergugat meminta demikian. Yurisdiksi
Pidana juga dapat dibenarkan uniuk diberlakukan meskipun terdakwa telah dibawah
kedalam wilayah inggris dengan cara tidak sah.

** Ibid.

* Ibid,

5 Ibid.
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d). Orang Asing.

Ad.a). Jalur Pantai Maritim atau Laut Teritorial,
Prinsip yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh suatu negara (pantai)
telah diakui sejak lama. Pengakuan dan pengaturan yurisdiksi negara
pantai tampak dalam hasil Konperensi Kodifikasi Hukum Laut Den
Haag 1%3C. Dalam konperensi tersebut diakui adanyza dua rmacam
yuricdiksi negara partai atas kapal laut yang berlayar di laut
teritorialnya, yaitu yurisdiksi kriminal (pidana) dan yurnsdiksi perdata %

Hasil konperensi ini dipertegas kembali oleh Konvensi Hukum
Laut Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (pasal
19 dan 20). Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, pengakuan dan
pengaturan terhadap yurisdiksi (kriminal dan perdata) negara pantai
terdapat dalam pasal 27 dan 28.

Dua pasal tersebut menyatakan bahwa negara pantai tidak
dapat melaksanakan yurisdiksi kriminalnya terhadap kapal asing yang
sedang melintasi laut teritorial, baik untuk menangkap seseorang atau
untuk mengadakan penyelidikan sehubungan dengan kejahatanyang
dilakukan diatas kapal selama kapal tersebut sedang melakukan

lintasan, kecuali dalam hal-hal berikut:

8 Yualal Adolf. Op.cit. him. 183-180.
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Yurisdiksi negara pantai di bidang pidana sebagai berikut: %

1.

2

apabila akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai

apabila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian
negara tersebut atau ketertiban laut teritorial®

apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal
2fau oleh wakil diplomatik aisu pejabat konsuler negar a pendera, atau:
apabila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan
gelap narkotik atau bahan psychotropika.

Adapun yurisdiksi negara pantai di bidang perdata terhadap kapal

asing berlaku ketentuan-ketentuan sebgai berikut:™

a,

negara pantai seyocgyanya tidak menghentikan atau mengubah arah
lintasan kapal asing yang melintasi laut teritorialnya untuk tujuan

melaksanakan yurisdiksi perdata terhadap seseorang yang berada diatas

kapal itu.

Negara pantai tidak dapat mengeksekusi atau menahan kapal untuk
keperluan proses perdata, kecuali terdapat kewajiban atau tanggung

jawab ganti rugi yang harus dipikul oleh kapal itu.

Ketentuan b di atas tidak mengurangi hak negara pantai, untuk keperluan

proses perdata, untuk mengeksekusi atau menangkap kapal asing yang

 Ibid.,
™ Ibid.
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berada di laut teritorial atau yang sedang melintasi laut teritorial setelah
meninggalkan perairan pedalaman.

Megara pantai dapat mengambil langkah-langkah yang diperiukan
untuk melindungi diri dari tindakan kapal asing yang membahayakan
keamanan dan ketertiban umum. Negara pantai juga mengharuskan kapal-
rapal yang mealintasi wilayah laut negara pantai itu unick memperhaiikan
kebiasaan-kebiasazn internasional yang berlaku.

Jika kejahatan dilakukan atas kapal asing yang berada di luar
teritorial, maka negara pantai dapat menahan atau melakukan pemeriksaan
diatas kapal itu apabila akibat kejahatan terasa diluar kapal atau apabila
ketertiban sosial di sekitar kapal terganggu atau apabila nakhoda meminta
bantuannya.

Adapun sasaran penegakan yurisdiksi kriminal di laut adalah
terciptanya ketertiban hukum dan kepastian hukum di laut. Dalam
prakteknya, kegiatan-kegiatan penegakan hukum di laut dapat dikisifikasikan
menjadi dua tahap, yaitu:"’

1. pemeriksaan pendahuluan, berupa kegiatan-kegiatan di laut yang
langsung menanggulangi/menangani semua tindak pidana, baik itu

pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi di laut.

™ Mustafa Djuang Harahap. 1983 Yurisdiksi Kriminal di Perairan indonesia yang berkaitan
dengan hukum internasional, Bandung. him.115.
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2. pemeriksaan lanjutan, berupa kegiatan-kegiatan penyelesaian akhir yang
bersifat yuridis tehnis.

Namun, dalam pakteknya masing-masing departemenfinstansi secara
sendiri-sendiri  melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahan pertama
tersebut, sehingga satu pelanggaran atau kejahatan ditangani oleh beberapa
instansi.”

Ad.b). Kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara yang berkehendak
melaksanakan yurisdiksi.

Kapal yang memakai bendera suatu negara atas dasar

anggapan bahwa kapal itu merupakan kapal terapung (floating

island). Asas ini berlaku dilaut lepas dan juga teritorial.
Menurut R_R. Churchill and AV. Lowe, ™ bahwa:

“yuridiksi teritorial tidak beriaku bagi kapal perang dan kapal
pemerintah asing yang menikmati kekebalan, yang dioperasikan
untuk tujuan non-komersial ini hanya tunduk kepada yurisdiksi
legislatif (legisiafive yurisdiction) negara pantai. Artinya, kapal-kapal
itu tunduk pada kewajiban untuk menghormati perundang-undangan
negara pantai dan hukum kebiasaan (internasional)”.

Kapal perang yang melanggar perundang-undangan negara
pantai berkenaan dengan lintasan melalui laut teritorial dan yang
tidak mengindahkan penataan terhadap hukum, dapat diminta untuk

meninggalkan laut teritorial dengan segera (pasal 30 Konvensi

= Ibid.
™2 Hualaf Adolf. Op.cit,. him. 191.
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Hukum Laut 1982 atau pasal 23 Konvensi Hukum laut Jenewa
tentang laut teritorial 1958). Negara pantai dapat pula menggunakan

senjata yang diperlukan untuk memaksa agar kapal tersebut

meninggalkan laut tﬂritnriainya,

-

Sepanjang menyangkut kapal perang dan kapal permerintah yang
dioperasikan untuk tujuan non-komersial, terdapat dua teori mengenai kapal-

kapal ini, yakni:

1. Teori ‘Pulau Terapung' (“the floating island theory”). Menurut teori ini,
kapal-kapal tersebut harus diperlakukan oleh negara lainsebagai bagian
dari wilayah negara. Menurut teori ini, yurisdiksi pengadilan tidak berlaku
terhadap setiap tindakan yang dilakukan di atas kapal atau menahan

seseorang yang melakukan kejahatan diatas kapal tersebut.

2. Teori yang menyatakan bahwa pengadilan negara pantai memberikan
kekebalan (imunitas) tertentu kepada kapal asing beserta wakilnya.
Pemberian ini bukan berdasarkan pada teori obyektuf vang menyatakan
bahwa kapal perang/negara itu adalah wilayah negara asing, tapi
didasarkan pada pembebasan atau pengecualian yang diberikan oleh
undang-undang negara pantai. Pengecualian itu sifatnya bersyarat dan

karenanya dapat ditarik kembali oleh negara pantai tersebut.”

"™ siarke, Op.cit, him. 216.
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Ad.c). Pelabuhan, kedalam teritorial suatu negara.
Pelabuhan adalah salah satu bagian dari perairan pedalaman.
Karena di perairan pedalaman ini suatu negara berdaulat penuh, maka
kedaulatan penuh ini pun berlaku di pelabuhan-pelabuhannya. Suatu
kapal asing yang memasuki pelabuhan suatu negara, maka kapal
tersebut beradga didalam kedaulatan ieriicriai suaty negara paniai.
Karena itu pula negara pantai berhak untuk menegakkan hukumnya

terhadap kapal dan awaknya.

Dipelabuhan, negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap setiap
tindak pidana yang mengganggu perdamaian dan kelertiban negara
pantai. Pengadilan Perancis dalam sengketa the Tempest (1858)
menetapkan bahwa beberapa jenis kejahatan, seperti pembunuhan,
terlepas dari ada atau tidak adanya gangguan terhadap pelabuhan,
sudah menjadi alasan bagi negara untuk menerapkan yurisdiksinya,
Putusan pengadilan yang senada juga dikemukakan oleh pengadilan
Amerika Serikat dalam sengketa the Wildenbuis (1887) (kasus
pembunuhan), Pecple v. Wong Cheng (1922) (kasus obat terlarang),
pengadilan Mexico dalam sengketa Public Minister v. Jensen (1894)

(kasus kecelakaan kapal karena kesalahan nakhoda kapal).

Negara pantai dapat pula menerapkan yurisdiksi teritorial

apabila diminta atau dikehendaki oleh kapten atau konsul dari negara
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bendera kapal. Hal seperti ini, misalnya, tampak pada sengketa the

wasfon (1856) dan the Svere (1907) dimana pemerintah Belgia diminta

untuk melakukan intervensi diatas kapal sehubungan dengan adanya

kasus pencurian di kedua kapal itu.”®

Kaidah umum tentang hal ini adalah bahwa sebuah kapal -:IagFang
yang masuk kesuatu pelabuhan negara asing wunduk pada yurisdiksi lokal.
Penyimpangan dari asas umum ini bergantung pada praktek yang di anut
stiap negara terkait. Namun, ada satu kekecualian penting, yaitu bahwa
sebuah kapal yang mengalami kesulitan berhak untuk mencari perlindungan
di suatu pelabuhan asing, dan mengingat keadaan-keadaan pada saat kapal
tersebut masuk pelabuhan maka kapal itu kebal dari yurisdiksi lokal, mungkin
ada kecualinya yaitu kapal tersebut tidak boleh melakukan tindakan yang
melanggar hukum lokal pada waktu keberadaannya di pelabuhan tersebut. Di
pihak lain, beberapa pengarang hanya mengakui suatu imunitas terbatas
bagi kapal-kapal demikian.”

Seperti akan kita lihat dibawah nanti, kapal-kapal negara (public
vessels) tunduk pada kaidah khusus yurisdiksi dan status mereka di

pelabuhan dianggap berkaitan dengan kaidah-kaidah ini.

" 1bid., him. 50.
6 |hid. him 271-272.
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Apabila tindak pidana atau pelanggaran di lakukan diatas kapal-kapal
yang sedang berlabu disuatu pelabuhan asing, maka yurisdiksi bergantung
pada praktek yang dianut oleh negara teritorial pemilik pelabuhan tersebut.

Menurut praktek Inggris, kapal-kapal dagang asing di palabuhan-
pelabuhan Inggris dan kapal-kapal dagang Inggris di pelabuhan negara
asingiunduk pada yurisdiks! penuh dan pegaturan kepolisian dari negara
pelabuhan tersebut.”” Tetapi dalam ha! kejahatan, tidak biasa pejabat-
pejabat Inggris campur tangan dan menerapkan yurisdiksi lokal kecuali
bantuan mereka diminta oleh atau atas nama perwakilan lokal — misalnya
konsul = negara pemilik kapal, atau orang yang melakukan kontrol atas kapal
tersebut, atau kecuali apabila kedamaian dan ketertiban dipelabuhan itu
kemungkinan akan terpengaruh. Fraktek Inggris agak menegaskan bahwa
dalam setiap kasus adalah pihak berwajib negara teritorial yang

bersangkutan yang menentukan apakah perlu atau tidaknya campur

tangan.?rH

Praktek Amerika Senkat dan Perancis agak berbeda dari praklek
Inggris, perbedaan dibuat antara:™

1. masalah-masalah disiplin intern atau masalah ekonomi intern dari kapal-

kapal, terhadap mana pihak berwenang dari negara-negara bendera,

termasuk konsul-sonsul, dianggap mempunyai yurisdiksi pikok;

" |bid.
™ Ibid.
™ Ibid.
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2. masalah-masalah yang mempengaruhi perdamaian atau tatatertib
pelabuhan yang menjadi bidang yurisdiksi pengadilan-pengadilan lokal
dan pihak-pihak berwaijib lokal.

Dengan demikian, dalam Wildenhus Casel, Mahkamah Agung
Amerika Serikat menyatakan bahwa penikaman dan pembunuhan terhadap
pelaut Beigia cleh temannya distas sebuah kapal Beigia di pelabuhan
Amerika Serikal tunduk pada dakwaan lokal, dan dikeluarkan dari yurisdiksi
oleh konsul Belgia.®

Perbedaan-perbedaan antara berbagai praktek negara tersebut lebih
merupakan persoalan bentuk dari pada substansi, dan tampaknya
kesenjangan-kesenjangan yang dibuat tersebut dapat dijembatani dengan
perjanjian internasional (bandingkan dalam kaitan ini Konvensi dan Statuta 9

Desember 1923 tentang Rezim Internasional Pelabuhan-pelabuhan maritim).

Ad.d). Orang Asing -
yurisdiksi teritorial suatu negara terhadap orang asing sama
halnya yurisdiksi teritorial negara terhadap warga-negaranya. Tidak
ada perlakuan khusus yang diberikan kepada orang asing. Hal ini

dikemukakan oleh Hakim J.B. Moore dalam sengketa the Lotus Case.

2 Ibid.
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Seorang Warga-negara asing dapat meminta pembebasan yurisdiksi

teritorial suatu negara dalam hal :

(a) dengan adanya imunitas tertentu, orang asing itu menjadi tidak

tunduk kepada hukum nasional negara pantai; atau

(b} babwa hukum nasional negara tersebul tidak sejalan dengan
Hukum Internasional.

Perluasan Teknis Yurisdiksi Teritorial

Selain dari asimilasi pada wilayah dan laut teritorial, kapal-kapal dilaut
dan pelabuhan-pelabuhan, beberapa perluasan teknis tertentu dari prinsip
yurisdiksi teritorial diperlukan untuk memberikan tindakan yang dilakukan
oleh negara-negara dalam kasus dimana satu atau lebih unsur penyusun
tindakan atau perbuatan yang terjadi diluar wilayah mereka. Perluasan-
perluasan ini dipermuda oleh kemajuan sarana komunikasi serta fransportasi
internasional yang pesat, yang memungkinkan dilakukanny kejahatan disatu
negara yang dirancang atau dipersiapkan di negara lain. Beberapa negara
dimana wilayahnya terjadi tindakan pembantuan, telah menolak untuk
melakukan penuntutan menghukum pelaku-pelakunya yang bertanggung

jawab karena tindakan yang dilakukannya hanya merupakan perbuatan

8 |bid., him. 200.
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tambahan dari perbuatan pidana pokok yang dilakukan di tempat lain,

sehingga yurisdiksi teritorial tidak berlaky ®

Tapi beberapa negara mengatasi itu dengan menetapkan perluasan secara

teknis yurisdiksi teritorial:

Dengan memberlakukan prinsip teritorial subyektif (subjective territorial
principie), negara-negara ini menjalankan yurisdiksinye soar menuntut
dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan didalam wilayahnya.
tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain.
Walaupun prinsip ini belum ditetapkan secara umum oleh negara-negara
setaraf dengan suatu kaidah umum hukum bangsa-bangsa, tetapi
penerapannya secara khusus telah menjadi bagian dari hukum
internasional sebagai akibat ketentuan dua konvensi internasional,
Geneva Convention for Suppression of Counterfeiting Currency (1929)
(Konvensi Jenewa untuk Memberantas Pemalsuan Mata Uang), dan

Geneva Convention for Suppression of the licit Traffic' Drug (1936)

B2 \bid.him. 273. Lihat dalam kaitan ini, kepulusan Hcuse of Lords dalam Board of Trade v

Owen (1957) AC 802, (1957 1 All ER 411, bahwa 5uat|._| perEghungkuI;n di I_nggri_s. uruk
melakukan suatu kejahatan di luar negeri tidak dituntut di Inggris kecuali apabila keghatan
yang dimaksudkan adalah kejahatan untuk mana penuntutannya akan dilakukan di muka
pengadilan Inggris. Yang lebih baru, dikatakan dalam A-G's Reference (No. 1 1982)
(1983) 2 Al ER 721, (1983} QB 751, bahwa suatu pese'.-:nngklnlan ulnlullt melakukan
penipuan, untuk dilakukan diluar negeri, tidak dapat diuntut di Ingaris, juga ﬂp&bﬂﬁl
pelaksanaannya akan merugikan kapa.nllngan harta kekayazn sebuah perusahaan di
dalam yurisdiksi Inggris dan juga apabila pelaksanaannya akan rnem:ved&r:au seseorang
yang bertempat tinggal di Inggris atau suatu perusshaan yang berlokasi di Inggris yang
menyebabkan orang-orang atau perusahaan menderita kerugian di luar negeri. LI_hal: juga
R v Cox (1958} 1 All ER 410 {tersangka bersekongkol unluhi mulak_uhan penipuan di
Perancis), Treacy v DPP (1971) AC 537, {19??1 1 .ﬂ.l! ER 110 (indak pidana surat kaleng
yang akan dilakukan dengan mengeposkan di Inggris sebuah surat ancaman, dan yang

diterima di negara asing).
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(Konvensi Jenewa untuk Memberantas Perdagangan Obat Bius).®
Menurut  konvensi-konvensi  ini, negara-negara peserta wajib
menghukum, apabila terjadi di dalam wilayahnya, persekongkolan-
persekongkolan untuk melakukan tindakan dan ikut serta dengan
sengaja dalam perbuatan pidana pemalsuan dan perdagangan obat bius
dimanapun ilindakan akhir kejahatan itu dilakukan, sebagaimana juga
terhadap percobaan untuk melakukandan tindakan mempersiapkan
kejahatan tersebut, dan juga setuju untuk memperlakukan tindakan-
tindakan khusus tertentu sebagai tindakan pidana yang berbeda dan
tidak menganggapnya sebagai pelengkap dari tindak pidana pokok yang
dilakukan di tempat lain (dalam kasus dimana tindakan-tindakan khusus
ini tidak akan dapat dihukum oleh negara di mesa perbuatan itu
berlangsung).

b. Sesuai dengan prinsip teritorial obyektif (objective territorial principle),
negara-negara tertentu menerapkan yurisdiksi teritorial mereka terhadap

perbuatan-perbuatan pidana di negara lain, tetapi:

— = ei ini terus masih berlaku antara para pihak meskipun ketentuan-
Ibid. him. 274. Konven ana pada Konvensi Tunggal Obat Narkotika 1961. satu contoh

indasan pid Tur g
itczren_bt:.;ar: ir'::?nrnengenai penerapan prinsip teritorial subyeklif adalah k_asus Australia R v
Nerﬁuda {25 pebruar 1988 yang lidak dilaparkan); terfuduh dijatuhi hukuman karena

mengirim coklat berscun dari Austraia ke Jerman Barat dengan maksud  untuk
menimbulkan kecelakaan.
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1. dilaksanakana atau diselesaikan didalam wilayah mereka
2. menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial
dan ekonomi didalam wilayah mereka. Teori feritorial obyektif didefinisikan
oleh Profesor Hyde sebagai berikut:*
“perbuatan yang dfgem.;{kan dari luar suatu negara yang menimbulkan
akibat yang berbahaya sebagai konsekuensi langsungnva yang
karena iiu membenaikan yang brerdaulat of wilayah itu  ritui
menunitui pelaku ifu memasuki wilayah negara tersebut”.
llustrasi mengenai teori ini diberikan dalam sebuah laporan resmi Liga
Bagsa-Bangsa mengenai vyurisdiksi kriminal negara-negara terhadap
perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan diluar wilayah mer=ka yaitu:*
a. seseorang menembakkan senapan diseberang perbatasan dan
menewaskan orang lain yang berada di negara tetangga;
b. seseorang memperoleh uang yang bukan haknya dengan melalui surat
yang dikirim di Inggris k=pada penerima di Jerman,®

Prinsip teritorial obyektif dipakai dalam ketentuan-ketentuan dua

konvensi internasional yang disebutkan diatas tadi dan juga telah diakui

® Ibid. :

® |pid. Laporan Sub-Committee of Nabions Committee of Experts for the progressive
Codification of International Law (1926), Mengenai Kﬂﬂ'_lpetens.l Pidana MNegara-negara
berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan di Luar wilayahnya.

% |bid. Bandingkan R v Baxter (1972) QB 1, (1971) 2 ALL ER 358 {Usaha untuk memperoleh
heq-;'a-,raan dengan memposkan surat-surat di |,|?ndﬂ Utara ke Inggris; lindak pidana
dilakukan di Inggris, dan tunduk pada :.-urlsdiksal pengadilan Inggris). Mengenai suatu
persekongkolan yang dimasukkan dalam yurisdiksi luar pengaditan Ingaris terhadap
tindakan pidana di Inggris, Lihat DPP v Daot (1973) AC 807, (1873) All ER 940. prinsip

ar tertorial berlaku apabila crang yang melakukan tindak

tgrrltm'ﬁﬂa ‘;br,;amlewn bermaksud untuk menimbulkan, dan benar-benar menimbulkan
P ibat yang mrugikan ciwilayah negara yang berusaha melaksanakan yurisdiksinya.
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dalam keputusan-keputusan pengadilan Inggris dan Amerike Serikat.*’ Tetapi
contoh yang paling terkenal mengenai penerapan prinsip ini adalah
keputusan dari Permanent Court of International Justice pada tehun 1927
dalam Lotus Case.™ Fakta dalam kasus tersebut secara ringkas adalah,
bahwa sebuah kapal uap pengangkut pos Perancis, the Lotus, bertabrakan di
‘aut iepas dengan wapal tarnbang Tuiki, yang diduga karena kelaiaian
pelugas penjaga diatas Lotus, yang mengakibatkan tenggelamnya kapal
tambang tersebut dan menewaskan enam warga Turki di atas kapal itu.
Penguasa Turki menuntut penjaga, dengan klaim yurisdiksi berdasarkan
alasan bahwa tindakan kelalaian di atas kapal Lotus telah menyebabkan
kerugian terhadap kapal tambang turki, dan menurut kaidah vyang
dikemukakan diatas, terjadi di wilayah Turki. Dengan suara mayoritas
Permanent Court Of International Justice memutuskan tindakan penguasa
Turki itu tidak sesuai dengan hukum internasional.
Yuisdiksi teritorial terhadap Orang Asing

Yurisdiksi teritorial yang diakui oleh hukum internasional terhadap
orang asing sama seperti terhadap warga-warga negara dari negara teritorial.

Seperti dinyatakan oleh Hakim J.B. Moore dalam Lotus Case, bahwa tidak

gadilan Amerika Serikat telah melaksanakan yurisdiksi ektra-leritorial
berdasarkan UU anti-trust berkenaan dengan persetujuan “antara perusahaan” asing yang
membawa atau kemungkinan membawa pengaruh manopeli produksi atau akibat-akibat di
AS: di Republik Federal Jerman, seorang asing dapat dihukum secara sah atas sualu
tin::iak pidana yang dilakukan di luar neger, karana menyebarkan rahasia resmi, apabila
akibat pemberitahuan rahasia itu membahayakan keamanan angkatan bersenjata yang
ditempatkan di wilayah Republik tersabut.

* Ibid.

* Ibid. pengadilan-pen
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ada anggapan imunitas yang muncul dari fakta bahwa orang yang dikenai
perkara itu adalah seorang asing: seorang asing tidak dapat menuntut
pembebasan dari pelaksanaan yurisdiksi demikian kecuali sejauh orang itu
dapat memperlihatkan hal-hal berikut:®*
1. bahwa ia, karena alasan beberapa imunitas khusus, tidak tunduk pada
berlakunya hukem iokai:

2. bahwa hukum lokal tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.
Yurisdiksi Teritorial terhadap Penjahat

Inggris (karena tradisi yang berlangsung lama), AS dan beberapa
negara lainnya, menganut teori kompetensi kriminal teritorial. Memang,teon
Inggris yang telah mengalami modifikasi sebagai akibat dua konvensi
internasional yang disebut di atas,™ sejauh ini menyangkut hak-hak negara
memiliki suatu yurisdiksi kriminal terhadap bukan warga negara yang sifatnya
bukan yurisdiksi teritorial® Tetapi praktek negara-negara lain telah
meningaalkan suatu teori teritorial yang eksklusif

vuriediksi kriminal teritorial dilandasi oleh beberapa prinsip. Justifikasi
normalnya adalah bahwa, negara kelaziman, kejahata-kejahatan harus
oleh negara-negara yang keterliban masyarakatnya sangat

ditangani

terganggu, dan pada umumnya dalam hal ini adalah negara di mana dalam

¥ lid, him. 277

* Ibid. : .
" |bid. Menurut Lord Diplock dalam Treacu v DPP {1971} hal ifu akan merupakan suatu

. i i witayah

k sah terhadap kedaulatan negara lain atas orang-orang di wila
cam:';; :Z:?f: ﬂn;iaamla kita harus menghukum orang-orang itu untuk tindakan yang tidak
::Ilglghukan di Ingaris dan tidak menimbulkan akibat berbahaya di negara lain
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wilayah terjadi kejahatan tersebut™ Pertimbangan penting lainnya adalah
bahwa negara pemilik wilayah tersebut adalah yang memiliki perangkat yang
paling kuat, yang fasilitasnya paling baik dan memiliki perangkat yang paling
kuat untuk menumpas kejahatan-kejahatan baik yang dilakukan oleh warga
negaranya ataupun oleh orang-orang asing yang berternpat tinggal atau
berdomisili dalam wilavahnya, ™

Sebagaimana telah kita lihat di atas, walaupun prinsip teritorial
telah diperluas dengan berbagai cara, tampak dari Cutting Case (1887).
bahwa prinsip itu tidak dengan sendirinya membenarkan suatu negara
menuntut seorang yang bukan warga negaranya untuk sementara wakiu
berada didalam negara itu karena didakwa telah melanggar UU negara. yang
dilakukan di luar negara itu sebelumnya. Pemerintah AS mempertahankn
sikap ini dalam hubunganya dengan pemerintah meksiko menyangkut kasus
ini, yang berkenaan dengan penahanan seorang warga negara Amerika,
yang bernama Cutting, di Mexico, sehubungan dengan penerbitan sebuah
artikel di Texas yang dianggap merupakan fitnahan terhadap warga negara
Mexico, keberatan-keberatan yang telah disusun oleh Amerka Serikat

terhadap penerapan prinsip teritorial pada kasus tersebut, selanjulnya

g4
memperoleh dukungan luas.

# Ibid,
® |bid
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2. Yurisdiksi atas Individy.

Hukum internasional memberikan kepada semua negara
wewenang untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda seria
perbuatan yang terjadi di dalam wilayahnya.

Yurisdiksi terhadap individu, berbeda dengan yurisdiksi atas
wilayah, bargantung psda kudlis orang vang terlibat dalam pedisthwa
hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-
negara menjalankan yurisdiksi apabila orang itu berada dalam kekuasaan
negara, dan proses peradilan dapat dilaksanakan terhadapnya. Hal ini
terjadi apabila seorang individu memasuki wilayah negara fersebut, baik
secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.™

Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:*
a. Prinsip nasionalitas aktif.
Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap

warganegaranya. Prinsip ini pada umumnya diberikan oleh hukum

87
internasional kepada semua negara yang hendak memberiakukannya.

Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa negara

* |bid. him. 302,
™ |bid, him. 303.
" lbid,
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tidak wajib menyerahkan warganegaranya yang telah melakukan suatu
tindak pidana di luar negeri %

Contoh kasus tentara westerling yang berkebangsaan Belanda
melakuka pelanggaran HAM I[gem;ﬁide'j di mana-mana, yaitu melakukan
pembunuhan massal di Induﬁes.ia yaitu di Makassar dan Karawang , yang
membunuh sekitar 40 ribu rakyat di sana. Namun ketika tentara
Westerling pulang ke Belanda bukannya pemerintah melakukan tindakan
untuk menahannya atau memberikan sanksi hukum atau diajukan ke
Mahkamah Internasional, justru memperoleh tanda kehormatan dan
bintang jasa dari Ratu Beafrix. Seharusnya Belanda melakukan
investigasi atas kasus di makassar dan karawang ini.*

Ketentuan ini sama dengan asas non extradition of nationals
dalam masalah ekstradisi, jadi di dalam hal ini negara berkewajiban
melindungi warganegaranya untuk di adili di negara lain.

b. Prinsip nasionalitas pasif.

Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi
apabila seseorang warganegaranya menderita kerugian. Hukum
internasional mengakui prinsip ini tetapi dengan beberapa pembatasan.

Dalam “Cutting Case” tampak bahwa negara yang tidak mengakui prinsip

ﬂl id. |
™ I?Egdar Sulawesi Tengah Online, Kasus Pelanggaran HAM Westerling, Oktober 2003,

Internet hitp://Google.Com, 26 Mei 2005.

59



———emr =

ini, juga tidak wajib memberikan pengakuan terhadap peradilan yang
dilaksanakan oleh negara lain terhadap warga negaranya.™™®
Dasar pembenar prinsip nasionalitas pasif adalah bahwa setiap
negara berhak melindungi warganegaranya di luar negeri, dan apabila
negara teritorial dimana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang
yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang
menghukum tindak pidana itu, apabila orang itu berada di wilayahnya, Tetapi
sebagai keberatan dapat kemukakan bahwa kepentingan umum negara tidak
mengganggu, karena salah seorang warga negara itu dirugikan.'™
Prinsip nasioalitas pasif ini di cantumkan dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Meksiko, Brazilia, ltalia dan Indonesia juga
memuatnya. Inggris da Amerika Serikat tidak pernah membenarkan prinsip
tersebut.
Dalam Lotus Case, Hakim J.B.Moore menyatakan bahwa ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Turki yang mengenakan yurisdiksi
terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri itu yang

merugikan warganegaranya adalah bertentangan dengan hukum

internasional. Namun, tidak jelas ada beberapa anggota Permanent Court of

Cutt ka Serikat menerbitka
W o Starke. Op.cit. him 303 Cufting seorang warga ACE Amerika Serikat menerbikan

: i i han terhadap seorang warga
Texas yeng dianggap sebagai filna !

sebush karangan K:;ikaaxgul‘l;g mengunjungi Mexico, penguasa Mexico menahannya
negara ME:"E?_;HH i di Mexico. Oleh sebab itu penguasa Mexico
walaupun itna

tidak berwenang menunt

! Ibid.

tidak pernah disiarkan
ut Cutting.
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International Justice yang sepaham atau yang berbeda pendapat dengan

Hakim Moore, "%

Hukum internasional juga menagakuj bahwa setisp negara
berwenang menjalankan yurisdiksi terhadap kejahatan yang mengganggu
keamanan dan kesatuan, juga yang bertentangan dengan kepentingan
ekonomi yang sangat vital,"™

Untuk mengetahui kewarnegaraan seseorang adalah penting karena
hal itu menimbulkan hak-hak penting dalam hukum internasional, antara lain:
1. hak-hak perlindungan diplomatik di luar negeri, misalnya dalam masalah

pertanggung jawabain negara dianggap sebagai hak yang sangat utama
untuk melindungi warganegaranya di luar negeri,"™
2. negara dapat dipertanggung jawabkan apabila tidak dapat mencengah

warga negaranya melakukan kejahatan atau fidak berhasil menghukum

yang salah.

3. adalah setiap negara- mempunyai kewajiban untuk menerima kembali

warganegaranya kedalam wilayahnya

" Ibid,

b4 gy -
Ibid, e bedar i awak
seorang warga negara indonesia yang bekerja sebagai
"™ Contoh Kasus Gun Supard = El:h membunuh nakhoda kapalnya seocrang

$ % 1975,
e dahers ssifflomnt Barst i lautlepas di Samudera Allantik serta menenggelamian

a.Oleh kapal yang menglongnya, Gun Supardi bersama
kapalnya wsﬁﬂ;&ﬁﬁﬁf rm dan diserahkan ke Amerika Serikal. Indonesia yang
D rtanggung jawab alas warganegaranya yang berada di luar negeri yang
mEFE:Skan kejahatan, meminta agar Gun Supardi diekstradisikan.(Jaksa Agung Ali
mela d
Said, SH).
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B.

4. negara berwenang untuk menolak menyerahkan warganegaranya

sendiri (non extradition of nationals),'®

Yang Dikecualikan Dari Pelaksanaan Yurisdiksi Negara (Yurisdiksi
Teritorial dan Yurisdiksi Atas Individu) Dalam Hukum Internasional.

Feristiwa atau aps saja yang teradi atau terdanat di daiam hatas-
batas wilayah negara sepenuhnya tunduk pada yurisdiksi territorial dari
negara yang bersangkutan. Namun demikian, tidaklah berarti setiap
negara itu dapat berbuat menurut kehendaknya sendiri. Dia tetap dibatasi
oleh prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional.

Terhadap yurisdiksi territorial inipun dikenal pengecualian.
Tegasnya, yang dimaksudkan dengan pengecualian ini adalah adanya
obyek-obvek tertentu yang berada atau terjadi di dalam wilayah suatu
negara tetapi tidak tunduk pada yurisdiksi temitorial negara yang
bersangkutan. Sudah barang tentu hal ini juga berdasarkan pada hukum

internasional. Hukum internasionallah yang mengesampingkan atau

mengecualikan obyek-obyek atau hal-hal tertentu tersebut dari yurisdiksi

territorial. '

" Hal ini memang untuk melindungi

105

warganegara sualu negara agaf kejahatan yang

; ' n sesuai dengan hukum yang berlaku di negaranya. Juga

dgﬁk:l;fnh::ng?a:ﬁ: g‘;;‘;“f'gmnw atau terpidana dalam pelaksanaan eksiradisi,
yang sesuai juga dengan asas-asas dalam eksiracs. i Wina 1969 tentang Missi

Iﬂﬂﬂ - ina 1961 lentang Hubungan Diplomatik; Konvensi Yvina entang Miss:
onvensi wina,

Kh Konvensi Wina 1975 tentang Perwakilan Negara-Megara dalam hubungannya
us; Konv _ _ |
da::gEan Organisasi Internasional yang bercorak universal

6
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To day, Immunity from territorial jurisdiction may be enjoyed by: "

foreign states and heads of fore; i i : i
an state (including pu tate);
armed forces of foreign slates: I: 9 Pl of Toreegn statc;

dilpﬂ-ma_iil: representatives and consuls of foreign states;
International organisation.

£ Po o

Imunitas tertentu dari yurisdiksi ieritorial sebagai berikut:

1. Negara dan kepala negara asing

2. kapal Pemerintah negara Asing

3. Perwakilan Diplomatik Dan Konsuler

4. Organisasi Internasional

Obyek atau hal yang dikecualikan dari yurisdiksi territorial itu antara

lain adalah:

1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintah dari negara asing, yang sedang
berada di suatu negara.

2. Staf Diplomatik dan Staf Konsuler dan negara asing, yang ditempatkan
disuatu negara.

3. Angkatan bersenjata dari negara asing yang sedang menjalankan tugas

kenegaraan di suatu negara.

4. Kepala dan Staf dari Lembaga-lembaga Internasional yang bertugas di

suatu negara.

i fishing Limited, the Glass
"7 Timothy Hilier, Public International L1aé;. 1984. Covendish Pub q
House, Warton Streel, London. Him .
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Gedung-gedung atau Kantor-kantor Perwakilan Diplomatik negara asing
atau di suatu negara, seperti misalnya Kedutaan Besar beserta seluruh
area yang digunakan bagi keperluan diplomatik tersebut.

6. Gedung-gedung atau Kantor-kantor pusat maupun perwakilan dan
lenbaga-lembaga internasional di suatu negara beserta segala arsip-
arsipiiya.

7. Kapal-kapal dan Pesawat Udara (publik) milik negara asing yang sedang

berada di suatu negara.

Ad.1). Negara dan Kepala Negara Asing;

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa negara adalah
berdaulat. merdeka dan sederajat dengan negara lain. Artinya yaitu
hahwa tidak ada kekuasaan negara lain yang dapat mencampuri
urusan dalam negeri suatu negara. Di samping itu, suatu negara
bebas berbuat apapun di dalam negerinya. Sudah barang tentu
perbuatan tersebut tidak menggangu

sepanjang

ketentraman/ketertiban negara lain atau tidak melanggar hukum

internasional. Pendek kata, suatu ngara adalah imun (kebal) dan

yurisdiksi pengadilan negara lainnya.




Dalam sejarahnya, penguasa atay kepala negara diidentikkan
dengan negara. Sekarang kepala Negara sebagaimana halnya dengan
penguasa zaman dahulu, memiliki imunitas (kekebalan) penuh (doktrin
imunitas mutlak Elll:au doctrine of absolute immunity). Seorang kepala negara
yang berkunjung keluar negeri berhak untuk menikmati kekebalan atau

munitas dar yurisdiksi penoaditan di negara yang ia kurjungi,

Menurut David H_. Ott Yang menjadi dasar selain adanya unsur

kedaulatan yaitu:'®

(a). adanya prinsip hukum bahwa suatu negara yang berdaulat tidak dapat
menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya (“par in

parem non babel imperium”).

(b).adanya prinsip resiprositas (Reciprocity) dan pemnghormatan (Comonity),
yang artinya bahwa jika suatu negara memberikan kekebalan kepada
negara lain, maka secara timbal balik (resprositas dan comonity), negara

tersebut akan memberi kekebalan serupa kepada negara lain.

(c). adanya fakta bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan suatu negara

tidak dapat dilaksanakan di negara lain.

S

'"* Hualaf Adoif. Op.
Law, Onford: Oxford U.p., 3%ed.,
" | bid.

<t him. 195, Lihat juga, G. Schwarzenberger, A Manual of Intematianal
: 1979, him. 102,
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(d). adanya

(2).

().

fak =
ia hah:WH ELIEH.I nﬂga'a }I'BI'E [nangizurlhan f‘IEJgErE |Ein|"|'l_||'a

untuk memasuki wilayah nya, secara implisit telah memberikan kekebalan

terhadapnya,

adanya fakta bahwa pokok perkara yang menyangkut kebijakan atau

tindakan suatu pemerintah tidak dapat diselidiki oleh pengadilan negara

- 1
lzin.’'®

Menurut Rosalyn Higgins, imunitas perfu diberikan untuk mencegah
tercemarnya martabat (dignify) sualu negara apabila negara tersebut

" Dalam sengketa the Parlement

tunduk pada yurisdiksi negara lain, '
Belge (1880), Hakim Brett mengungkapkan bahwa adalah tugas

darisemua negara berdaulat untuk menghormati kemerdekaan dan

martabat negara berdaulat lainnya. '™

Ad.2). Pejabat Diplomatik dan Konsuler;

. Hukum internasional sudah sejak lama mengakui bahwa

diplomat sebagai individu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi

(pengadilan) negara. Seperti halnya dengan imunitas negara,

:n Starke, Op.cit,, him.203.
U lbid. him. 196.
"2 p dolf Hualaf Op-cit. him. 195.
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kekebalan terhadap Pejabat diplomatik adalah pengecualian terhadap

yurisdiksi teritorial negara, '

Menurut Fawcett, Praktek pengiriman atau misi diplomatik dan
perlindungan terhadapnya sudah tercatat dalam sejarah manusia sejak 4000
tahun yang lalu, Di zaman india kuno telah dibuat ketentuan tentang tindak
ianduk diplomat di nzgara asing. Ketentuan-ketentuan tersebut terbentuk
melalul hukum kebiasaan yang bermula dari praktek bangsa-bangsa pada

waktu itu. "

Us Diplomatic and Consular Staff in Teberan Case, 1980 ICJ Rep. 3;
Sejak Zaman dulu itu pun kekebalan terhadap perwakilan diplomatu telah
diakui, Ketentuan atau pengaturan kekebalan diplomatik ini sangat penting.

Hal ini terungkap dalam pendapat Mahkamah Internsional dalam sengketa

USA v, fran Hostage Case.'"

Menurut Martin Dixon; Dalam sengketa ini Mahkamah menyatakan

bahwa hukum mengenai kekebalan diplomatik adalah “wital for the secunty

and well-being of the complex international community of the present day”. ''°

disini bahwa kekebalan pejabat diplomatk bukan berarti
ima. ' iplomatik
seluruh  hukum negara penenma. FEJEIbat_ dip :
E.?:Ebaﬁgn T::LTHEJE:I?HL menghormati hukum negara penerima. Imunitas pejabat
i i i at.

dlpﬁ]matik berlaku terhadap yurisdiks: pengadilan setemp
:: Ibid,
16 b,
Ibid.

M3 him, 204.. Perlu ditekankan
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C s mm—————— - 2.

Menurut seorang hakim inggris Sir Robert Phillimore (DIm Fawcett,
The Law Of Nation), kekebalan terhadap kedaulatan ini mempunyai fungsi

lain yang juga esensial, vaitu untuk menjaga martabat atau mencegah

perlakuan yang memalukan seorang perwakilan negara asing. Beliau

menyatakan sebagai berikut.'"”

'_‘T_.‘:e -_::mjec of internaliona! law, in this as in other matters, is not to work
injustice, not fo prevent the enforcement of a Just demand, but to subtitute
negohations befween goverments for the ordinary courts in cases where
such use would lessen the dignity or embarrass the function of the
representalives of a foreign state”.

(Objek hukum internasional, di (dalam) ini seperti di berbagai hal lain,
bukanlah  untuk bekerja ketidakadilan, tidak untuk mencegah
penyelenggaraan permintaan yang adil , tetapi ke subtitute negosiasi antar{a]

pemerintahan untuk halaman [yang] yang biasa dalam keadaan dimana

penggunaan seperti. (itu) akan mengurangi/ berkurang martabat atau

mempermalukan fungsi dari wakil,contoh suatu status asing).

Menurut M. Dixon Perjanjian internasional yang mengatur hubungan

diplomatik adalah - Konvensi Wina 1961 tentang hubungan-hubungan

diplomatik. Konvensi berlaku efektif tanggal 24 april 1964. hingga 1 Oktober

2000, 179 negara telah menjadi anggota konvensi, termasuk Indonesia

(melalui UU Nomor 2 tahun 1982 tanggal 26 Januari 1982). Sebagaimana

kamah Internsional dalam sengketa US v lran, hampir

dinyatakan Mah

"7 \bid. him. 205.
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$AliEM  “xhEnita (pasal-pasal) Konvensi Wina sekarang telah

mencerminkan hukum kebiasaan internasionaf,'®

Menurut Konvensi Wina 1969, maksud diberikannya kekebalan
diplomatik ini bukanlah untuk memberikan keuntungan atau kemudahan bagi
diplomat. Tetapi kekebalan diberikan untuk menjaga agar fungsi missi

diplomatik darf negara yang mengirimkannya betul-betul efesien. '

0

Menurut Dixon,'”™ hukum mengenai kekebalan diplomatik ini

bercabang dua. Pertama, pejabat diplomatik diberikan hak-hak istimewa di
dalam sistern hukum dari negara penerima. Kedua, negara penerima wajib

melindungi pejabat diplomat dan haria bendanya dengan tujuan agar ia dapat

melaksanakan fungsinya dengan efesien.

Pasal 29 Konvensi Wina. Pasal ini menegaskan bahwa pejabat

diplomat tidak dapat diganggu gugat. |a tidak boleh ditahan atau dihukurm,

Negara penerima harus menghormati dan menjaganya dari serangan

terhadap dirinya, kebebasan dan martabatnya. Teks pasal 29 berbunyi:

. : be inviolable. He ahall not be
: f a diplomatic agent shall e -
H;g?e f:f fg; fgrm of arrest or detention. The receiving state shall treat him

with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack
on his person, freedom or dignity.

nwensi pendamping bagi Komensi

telah mengesahkan sebush Ko (Convention on Special Mission)

si mengenai Migi-misi Khusus
internasional 2. sinar Grafika. Jakarta. him.566.

"™ Ibid, him. 205. PBE pun
Wina 1961, yakni konven

tahun 1965,
19 ) = starke 2001, Pengantar Hukum

"™ Hualaf Adolf. Op.cit.. him. 203

6%

e — o
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Or. ‘ -
(Orang suatu agen diplomalik akan tidak diganggu-gugat. la ahall

tidak dapat dikenakan kepada Manapun format menangkap/menghentikan

atau penangkapan. menerima Status akan perlakukan dia dengan tiba

menghormati dan akan mengambil semua langkah-langkah sesuai untuk

mencegah manapun serangan pada [atas] orang nya, martabat atau

kebzabasan).

Menurut pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina, seorang diplomat juga
menikmati kekebalan terhadap yurisdiksi kriminal dari negara penerima. la
juga menikmati kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administratif, kecuali

dalam hubungan-hubungan berikut:

1. suatu perbuatan yang berhubungan dengan benda bergerak yang berada

dalam wilayah negara penerima, kecuali benda tersebut dimiliki atas

nama negara penerima untuk tujuan missi diplomatik;

2. suatu perbuatan yang berhubungan dengan suksesi yang mana wakil

diplomatik tersebut terlibat sebagai seorang perseorangan (private

person),

3. suatu tindakan yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesi atau

komersial yang dilakukan diplomat di negara penerima diluar fungsi

resminya.

0




Huhungan-hubungan diplomatik ini dibentuk berdasarkan

kesepakatan diantara dug negara yang bersangkutan (pasal 2). Namun salah

satu negara dapat memutuskan secara sepihak hubungan tersebut, Biasanya

pemultusan sepihak dilakukan sebagai tanda protes atau ketidak setujuan

terhadap tindakan-tindakan yang tidak sah/bersahabat oleh negara lainnya.

Negara tuan rumah dapat pula menyatakan persona ron grata atau
pernyatan tak dapat mempercayai seorang pejabat diplomat. Hal ini
memaksa negara pengirim diplomat untuk menariknya. Tindakan ini kerapkali

dilakukan oleh suatu negara manakala diplomat tersebut menyelagunakan

kekebalannya.

The functions of a diplomatic mission consist international in:™'

a. reprecenting the sending state in the receiving state;

b. protecting in the recerving state the interests of th_e sending state and of
its nationals. withim the limits permitted by international law

c. negotiating with the government of the receiving state;

d. ascertaining by all lawful means conditions and deuelnpme:ts indThE
‘ receiving state, and reporting therecon to the govemrment of the rending

state;

alations between the sending state and the receiving

e. promotting friendly rg e T ol and scientific relations.

state, and developin

- - ixth ediion 1987 by
: intemational Law Sixt ;
TR adern Introduction 10 he Convention State.
) Rouled o mnewm:;attirlane London EC4P 4EE. Artcle 3 (1) of
outledge !
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menjalankan fungsi dan tugas konsuler, sepertl

perkawinan,

mewaris, dari semua wargane

—

fungsi misi diplomatik antara lain, adalah sebagai berikut:
mewakili negara pengirim di negara penerima:;

melindungi kepentingan-ka_penungan negara  pengirim  dan

warganegaranya di wilayah negara penerima dalam batas-batas yang

giperbolehkan;

mengadakan perundingan dengan pemerintah dengan negara

penerima;

untuk mengetahui keadaan dan perkembangan di negara penerima
melalui cara-cara yang sah (legal) dan melaporkannya kepada

pemerintah negara pengirim;

memajukan hubungan-hubungan baik antara negaranya dengan negara

penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmu

pengetahuan.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, perwakilan diplomatik dapat juga

pencatatan tentang kelahiran,

perceraian dan kematian serta mengenai masalah wans
122

garanya yang herada di negara penerima.

EE—-

o Syahmin AK. 1938 Hukum Diplomat

& Him. 54.

72




Manakala Seorang diplomat berhenti dari tugasnya sebagai staf

missi diplomatik, kekebalannya masih tetap melekat untuk jangka waktu

tertentu yang layak (a rasonable time). Hal ini dimaksudkan agar ia

mempunyai waktu yang cukup untuk meninggalkan negara penerima kembalj
ke negaranya. Apabila ia telah berhenti dar fu ngsinya sebagai diplmnét, dan
apzbila i2 terbukti melakukan suaty perbuatan melawan hukum, iz dapat
diadili atas tindakan yang telah dilakukannya, yang tidak ada hubungannya

dengan fungsinya sebagai diplomat (psal 39 ayat 2 Konvensi Wina).

Sebagaimana halnya dengan diplomatik, konsul mewkili negaranva
di negara lain. Namun, berbeda halnya dengan diplomal, konsul tidak
berkecimpung dalam hubungan-hubungan politik antara dua negara. Konsul
menjalankan beranekaragam fungsi non-politis, seperti megeluarkan

passport dan visa, memelihara kepentingan perdagangan (komersial)

negaranya, dan lain-lain. Biasanya konsul berada di propensi ataupun di ibu

kota negara penenma.

Tahun 1963, FBB menyelenggarakan Konperensi tentang konsul

ini di Wina dan berhasil mengesahkan Konvensi Wina tentang habLmgRn-

(the Vienna Convention ori Consuia
rlaku efektif pada bulan maret 1967,

¢ Relation) pada
hubungan Konsuler

tanggal 24 april 1963. konvensi be

kan diri kepada konvensi ini malaui UU Nomor 1tahun

indonesia mengikat

1982 tanggal 25 Januari 1982.
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Menurut  Akerhurst Konsulpun  memiliki kekebalan terhadap

yurisdiksi perdata dan pidana dari negara penerima hanya terhadap

perbuatan-perbuatan yang berhungan dengan tugas-tugas resminya. Di
samping itu, ia pun dapat mengimpor benda/barang untuk keperluan
pribadinya yang bebas dari pajak hanya pada waktu permulaan

perunjukannya ssbagai konsul, '@
Ad.2). Kapal Pemerintah Negara Asing:

Secara garis besarnya kapal pemerintah yang dioperasikan
untuk tujuan-tujuan non-komersial, seperti kapal perang, diatur oleh
peraturan hukum internasional yang sama hainya terhadap kapal-
kapal dagang. Namun pengecualian utama dari peraturan ini yaitu
bahwa kapal pemerintah ini yang statusnya berasal dari kedaulatan
negaranya, tidak tunduk kepada yurisaiksi suatu negara, baik waktu

kapal ini berada di laut lepas, iaut teritorial atau perairan pedalaman

negara pantai.” Pasal 32 Konversi Hukum laut 1982 mengakui

kekebalan kapal-kapal pemerintah (riliter) ini. Pasal ini menegaskan

bahwa tidak ada suatu pasal pun dari Konvensi yang mengurangi

kekebalan kapal perang (militer) dan kapal pemerintah lainnya yang

dioperasikan untuk tujuan-tujuan non-komersial.

———

:H Hualaf Adolf. Op.cit. him. 208.
* Ibid.
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diharapkan untuk mentaati peraturan peraturan perundang-

pantai.

Meski kapal-kapal pemerintah menikmati

kekebalan, namun mereka

undangan negara

Setiap pelanggaran terhadapnya, negara pantai dapat mengusir

kapal-kapal pemerintah itu dan mengajukan protes diplomatik. 2

Ad.3). Angkatan Bersenjata Negara Asing;

Hans Kelsen berpendapat, Angkatan bersenjata menikmati
kekebalan terhadap yurisdiksi negara. Latar belakang kekebalan bagi
angkatan bersenjata asing ini adalah sebagai berikut: angkatan
bersenjata merupakan saiah satu organ negara. Mereka dibentuk

untuk memelihara kemerdekaan, kekuasaan dan keselamatan negara.

Karena merupakan bagian/organ dari negara dan karena statusnya

yang khusus, angkatan bersenjata memiliki kekebalan terhadap

k_126

vurisdiksi negara. Kekebalan ini sifatnya tidaklah mutia

Kekebalan ini mereka nikmati sepanjang angkatan bersenjata

tau
ini bertugas untuk negaranys, dan bukan untuk maksud a
m sengketa Osman & Anor

kepentingan pribadi. Sebagai ilusttrasi, dala

an Singapura menolak argumentasi 2 orang

v P.P (1968), pengadi

- Operasi”
psia bahwa mereka adalah anggota “Korps Komando Ope

Indon

i nesia. Pengadilan berpendapat bahwa
i rsenjata Indonesia. eng
dari angkatan berse |a

:*" Ibid.
* Ihid,

him. 209.
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Ad 4).

ketika mereka meledakkan sebuah gedung komersial Singapura yang
menewaskan 3 orang sipil dan ketika mereka tertangkap, mereka
berpakaian sipil.'”” Menurut Brownlie Status serta immunitas yang
sama juga diberikan kekebalan kepada pasukan keamanan PBE,

Pasukan ini yang bertugas dalam upaya memelihara p-en:lan"iaiaﬁ
biasanya diberitan berdasarkan perjanjian dengan regarz yano

bersangkutan.'®®

Organisasi Internasional.

Organisasi internasional, secara sederhana, dapat didefinisikan
sebagai “Any cooperative arrangement instituted among state, usually
by a basic agreement, to perform some mutually adventageous

functions implemented through periodic meetings and staff activities”.

(Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara

negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persefujuan dasar,

untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik

an-pertemuan serta kegiatan-

yang digjawantahkan melalui pertemu

2
kegiatan staf secard berkala)’

127

Ibid.
i i kim. 93.
< i ika Aditama. Bandung-
Lol May Rudy. 2002, Huxkum Intemasrﬂnal 2. Refi
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Menurut Rosalyn Higgins: Dalam suaty negara, organisasi

internasioanal memiliki kekebalan fertentu terhadap jurisdiksi negara

setempat. Kekebalan ini dipandang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan

dari organisasi internasional. '

Menurut M. Dixon & Akehusrt; sampai sejauh mana organisasi
internasional ini menikmati kekebaian menurut hukum (kebiasaan)
internasional masih belum ada ketegasan, Dalam praktek, kekebalan ini
biasanya diatur oleh perjanjian internasional. Kekebalan PBB, misainya,
diatur oleh the Convention en The Privileges and Immunities of the Unifed

Nations of 1946 (Konvensi tentang Hak-hak Istimews dan Kekebalan PBE

tahun 1946). ™’

Menurut pasal 2 Konvensional, PBB mamiliki kexebalan penuh

terhadap setiap proses hukum. Anggaran dasar, kekayaan, arsip-arsip dan

dokumen-dokumennya tidak dapat diganggu gugat (pasal 3 dan 4). PBB

bebas dari pajak langsung dan cukai (pasal 7), dan staf-stafnya dibebaskan

dari pajak pendapatan tethadap penghasilan mereka (pasal 18). Sekretaris

Jenderal dan pembantunya memiliki kekebalan diplomatik (pasal 19).

e cit. him. 210.
Syamsik Ak, Op.C
W |5 Starke. Op-cit. him. 209
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Menurut Arkehurst; ™ *Perwakilan negara-negara anggotan PBB

yang mengikuti sidang-sidang atau pertemuan-pertemuan PBB pun memiliki
kekebalan yang sama sebagai halnya seorang diplomat. Namun kekebalan
terhadap proses hukum hanya berlaku kepada tindakan-tindakannya sebagai
pejabat resmi. Mereka juga menikmati I»:Ekel-:rai:gn dari bea cukai dan
kekebalan untuk tas-las pribadinga (pasal 19-16)."

Dikecualikannya obyek-obyek seperti tersebut diatas dari yurisdiksi
teritorial negara-negara dimaksudkan untuk memperiancar bagi pelaksanaan
tugas-tugas mereka di negara yang bersangkutan. Mereka tidak perlu
khawatir akan diancam oleh yurisdiksi teritorial negara dimana dia
ditempatkan jika melakukan tindakan yang fidak sesuai dengan hukum

negara tersebut. Hal ini tentulah tidak berarti bahwa mereka boleh melakukan

tindakan yang sewang-wenang di negard tersebut. Sebab, negara dimana

mereka ditempatkan, oleh hukum internasional tetap diberikan upaya hukum

untuk menindak mereka yang bertindak tidak sesuai dengan kepentingan

negara tuan rumah. Upaya hukum tersebut adalah yang dikenal dengan

“persona non grata’. | |
Di samping itu untuk melancarkan tugasnya, alasan lain dari
i
lian ini adalah karena mereka itu dipandang mewakili negara
pengecuall |
sebagal
ataupun organisasi internasional yang sama-sama berkedudukan q

= ' ka
i | Jadi tidaklah layak apabila mere
ibadi hukum internasiona
pribadi (subyek)

32 1bid.
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sebagal wakil negara atau organisasi internasional ditundukan pada
yurisdiksi teritorial dari negara dimana mereka ditempatkan. Sebab hal ini
sama saja artinya menempatkan negara lain atau organisasi internasional itu

sebenarnya kedudukannya sama derajat satu dengan lainnya,

C. Penyeiesalan Yurisdiksi Neoara Terhadap Individu Dalam asus
Perselisihan Konflik Yurisdiksi.

Dalam suatu kasus/perisliwa pida yang melibatkan dua negara
atau lebih. atau dengan perkataan lain, dalam suatu peristiwa pidana
yang mengandung dimensi internasional, ditinjau dari segi hukum
internasional, kasus ini sudah menampakkan adanya pertautan yurisdiksi
dari negara-negara yang terkait. Masing-masing negara yang terkait itu

merasa memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Negara yang salu memiliki

yurisdiksi yurisdiksi teritorial, misalnya kerana peristiwa pidana itu terjadi
didalam wilayahnya, sedangkan negara yang satu lagi, memiliki yurisdiksi

personal berdasarkan kewarganegaraan akiif karena pelakunya adalah

warga negarani.ra s.endin} sedangkan negara yang lain lagi memiliki

yurisdiksi personal herdasarkan kewarganegaraan pasif karena

. - 133
korbannya adalah negara itu atau warganegaranya sendirl

n ditinjau darn sgi hukum pidana nasional masing-

Sedangka

kasus ini menampakkan adanya pertautan antara asas

masing negard,

' Hualaf Adolf. Op.cit. him. 17
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dan juga kaidah hukum pidana dari negara-negara yang terkait, Negara

yang satu memandang hukum pidananya berlaku atas kasus tersebut
berdasarkan atas feritorial, karena peristiwa pidana ity terjadi didalam
wilayahnya, sedangkan negara yang lain memandang hukum pidananya
juga berlaku atas péristiwa pidana itu berdasarkan asas nasionalitas aktif
karena pelakunya adalah warganegaranya serviiri, yang satu lagi
memandang bahwa atas peristiwa pidana itu berlaku juga hukum
pidananya sendiri berdasarkan asas nasionalitas pasif, karena yang
menjadi korbannya adalah negara itu atau warganegaranya sendiri. =
Perbedaan ini secara substansial tidaklah merupakan perbedaan yang
prinsip, karena hanyalah satu obyek yang dipandang dari dua bidang hukum

yang berbeda, tetapi hasil akhirnya akan sama. lbaratnya, dua sisi dari satu

mata uang. Akan tetapi yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian

adalah penyelesaian masalah pertautan yurisdiksi ataupun pertautan antar

asas dan kaidah hukum pidana nasional negara-negara itu. Bagaimanakah

penyelesaiannya tanpa negara yang satu merasa dikalahkan atau

Indonesia  yang melakukan
I8 i % ran ang herkewarganegaraan !

OAl aﬁalaht;ﬂﬂhadﬂpﬂ dEa orang berkewarganagaraan Indonesia dan ::ﬁrf'ﬂg
EEFEhur;L:;:;n Amerika Serikat keturunan India di Los Anggeles, California, a
erkew
Serikal. : werikat pada perjanjian eksiradisi. Setelah

y 7 esia belum . ;
Hnﬂ’:a? :mmp“;in bsuar:r;;n&{;‘;ﬁwhaﬁ ka Indoresia & di tangkap oleh kepolisian
melakukan
grika Serikat berlaku asas teritorial terhadap OKI,

IndonSia, ari segi hukum pidana. AT if terhadap OKI

Ditijnjau dan segi T ik 5335 kewarganegaraan aktif tef : )
sedangkan Indonasia hdzfdi wilayah Indonesia & Indonesia rrbamutush:ﬂ Lu;:?kkmeﬁll:
Oleh karena O b-eram di Indonesia dan Amerika Serikal meng nn?'l i:a?lwkas.u
isg menghn:k;grmga bahkan bersedia bekerjgsama dalam menyelesa s
pemerintah 1N .

fersebul
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dikesampingkan oleh negara yang lain, tanpa melanggar hak-hak asasi dari

si pelaku, dengan tetap menghormati hukum internasional maupun hukum

(pidana) nasional masing-masing negara?'*®

Dalam kasus atau peristiwa pidana yang berdimensi internasional,
yang melibatkan dua negara atau lebih, maka persoalannya sudah
merupakan persoaian aniar negare yang tentu saja harus diselesaikan
berdasarkan hukum internasional. Karena persoalarnya sudah merupakan
antar negara, maka dimensi polotik dar kasus tersebut akan mulai
menampakkan diri. Oleh karena itu, keputusan apapun yang dihasilkan dari
penyelesaian antar negara berdasarkan hukum internasional tersebut, sedikit
ataupun banyak, akan mengandung dimensi politik. Hanya saja, mengenai

o . 1m
besar atau kecilnya dimensi politik tersebut, harus dilihat secara kasuistis.

Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Fujimori berkebangsaan Jepang

yang dilakukan di Peru saat Fijimori menjabat sebagai presiden peru. Setelah

melakukan pembunuhan fujimori melarikan diri ke Tokyo Jepang & dan Peru

meminta Fujimori kembali ke Peru untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya melalui ektradisi. MNamun pada kenyataannta Jepang menolak
tuk estradisi Fujimori karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara
untuk meng

J & Peru, selain itu Jepang ingin mengadili Fujimori. Keputusan dari
epang eru,

i i itu diduga menyalagunakan dana
ilan | tu mantan presiden itu
pengadilan jepang yal

e

' | bid. him. 18.
'3 |bid.,

1




negara dia juga disangka terlibat kasus korupsi mantan kepala intelijen Peru

kedua sangkaan terhadap mantan presiden itu termasuk dalam kategori

"kejahatan kecil', sebab hanya diancam hukuman penjara dua tahun'"

Suatu peristiwa pidqna yang berdimensi internasional, ditinjau dari

negara yang memiliki yurisdiksi ataupun ditinjau dari asas dan kaidah hukum

pidana vang berlaku atas peristiva tersebut, ada 3 kemungkinannya, yaitu:’

34

1. Sipelaku peristiwa pidana dalam suatu negara melarikan din ke negara lain

yang ternyata di negara tempatnya melarikan diri tersebut, peristiwa itu

tidak termasuk dalam peristiwa pidana. misalnya, seorang yang melakukan

aborsi di indonesia tergolong sebagai peristiwa pidana, melarikan diri ke

Amerika Serikat yang tidak menggolongkan perbuatan aborsi sebagai

2. Peristiwa pidana yang berdimensi internasional

peristiwa pidana.

yang hanya tunduk pada
yurisdiksi satu negara dan dengan demikian juga tunduk pada satu asas

dari hukum pidana satu negara itu saja, sedangkan negara yang lainya

terkait didalamnya, sama sekali tidak memiliki yurisdiksi dan

an kaidah hukum pidananya juga tidak

walaupun

dengan demikian as3s d

Seprang warga negara Indonesia membunuh seorang

menjangkaunya.
lainnya di wilayah Indonesia. Dan

warga negara Indonesia Yang

i Fujimori, Agustus 2001, Internet
deka, Kasus Korupsl Fujimon, AQUs . .
’ Hﬂaﬁrhnﬂgﬂﬂumumﬂﬁuﬁ Mru;?liﬂﬂﬁl.& Gatra Printed Edition, Mare 2003, Internet, URL:
I!":tt :{f gﬁ;a com/2003-03-1 1furar5i-ca’lak.php?|d=zst?u_
p: . .

[ ]

Hualaf Adolf. Op.cit. him, 18
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sipelaku/pembunuh itu melarikan diri ke negara Inggris. Dalam hal ini
hanya indonesia yang memiliki yurisdiksi dan kaidah hukum pidana
indonesia berlaku atas peristiwa pidana pembunuhan itu berdasarkan
asas teritorial, sedangkan Inggris sama sekali tidak memiliki yurisdiksi dan
asas maupun kaidah hukum pidananyapun tidak menjangkau kasus

tersebut, walaupum penstiwa pembunuhan itv merupakan peristiva

pidana menurut hukum pidana Inggris.

. Peristiwa pidana yang berdimensi internasional yang tunduk pada

yurisdiksi dari dua negara atau lebih dan asas serta kaidah hukum pidana
masing-masing negara tersebut juga menjangkaunya. Misal.
Pembunuhan yang dilakukan seorang warganegara Indonesiadi melaysia

terhadap tiga orang, masing-masing seorang warganegara Indonesia,

seorang warganegara Amerika Serikat, seorang warganegard Jepang,

dan seorang warganegara india. Dalam kasus initerkait yurisdiksi teritorial

dari negara malaysia, yurisdiksl personal berdasarkan kewarganegaraan

oasif dari Amerika Serikal, Jepang dan India. Sedangkan asas hukum

idana yang pasti terkait adalah Malaysia berdasarkan asas teritorial,
pidana _
Indonesia berdasarkan asas kewarganegaraan aktif, sedangkan India,
naone

an e I dan kaldah huku

anegaraan
pidananya juga menjangkauanya- berdasarkan asas kewarganeg

pasif.
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Terhadap pelaku peristiwa pidana itu sudah seharusnya dijatuhi
pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Tentu saja hanya satu negara
yang harus menerapkan hukum pidananya atas sipelaku tersebut.
Persozlannya adalah, negara manakah yang paling berwenang untuk
menerapkan hukum pidananya (mengadili dan menjatuhkan pidananya) atas
nerisliwa pidana tersebut?,

Dalam kasus pertama, negara berdasarkan yurisdiksi teritorial
(hukum internasional) dan asas teritorial (hukum pidana) sebagai negara
yang berwenang menerapkan hukum pidananya atas si pelaku peristiwa
pidana aborsi tersebul. Akan tetapi karena dia berada diwilayah negara lain
yaitu di Amerika Serikat, indonesia tidak boleh menangkap secara langsung
wilayah Amerika Serikat, sebab hal ini melanggar kedaulatan

si pelaku itu di

teritorial Amerika serikat. Indonesia baru dapat menerapkan hukum

pidananya atas si pelaku, apabila dia telah kembali ke (wilayah) Indeonesia

secara sukarela atas kehendaknya snediri. ltupun jika kembalinya ke

Indonesia, sebelum terlampauinya asas daluarsa yang berlaku dalam hukum

pidana Indonesia.
kah tidak bisa ditempuh melalui
atu asas yand penting yaitu asas kej

prosedur ekstradisi? Ternyala

Apa
ahatan

dalam ekstradisi, ada salah s
ality), yangd artinya kejaha
haruslah merupakan kejahatan atau

e crimin tan yang dijadikan alasan
ganda (double €

untuk meminia ekstradisi alas sipelaku | -
t hukum pidana negara-negara peminta (indonesia)

peristiwa pidana Me nuru
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maupun menurut hukum pidana negara diminta (Amerika Serikat). Kasus
aborsi diatas ini jelas-jelas tidak memenuhi asas kejahatan ganda dan karena
itu sudah pasti Amerika Serikat tidak mau mengestradisikan si pelaku itu ke

Indonesia.

[

Dalam kasus kedua, negara yang memiliki ?Uﬁﬁﬁ;ﬁhﬁ”.ﬂh (Indonesia)
yang berwenang menzrapkan hukum pidananya aias si pelaku tersebut.
Sedangkan negara yang tidak memiliki yurisdiksi (Inggris), meskipun
peristiwa tersebut juga merupakan peristiwa pidana menurut hukum pidana
nasionalnya, Inggris tidak berwenang menerapkan hukum pidananya atas si
pelaku. Bagaimana caranya Indonesia menghadapkan orang atau si

pelakunya yang herada di negara lain {Inggris) di depan badan peradilan

Indonesia yang berwenang? Dalam hal inilah ekstradisi dapat menjembatani

kedua negara. indonesia dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada

Inggris atau s pelaku tersebut. Akan tetapi, untuk dapat melakukan

ekstradisi, persyaratannya cukup banyak dan ketat. Bagaimana jika Inggris

radisikannya kepada indonesia? Orang yang

menolak untuk mengest
tetap tidak dapat diapa-apakan oleh Indonesia, kecuali diadili

bersangkutan

dan dijatuhi hukuman in absensia.

< ketiga, semua negara yang terkait memiliki yurisdiksi

dalam kasu

n hukum internasional, dan sangat boleh jadi semua negara itu

kukan hukum pidananya

tertuan  hukum pidananya, sesual

berdasarka
terhadap si pelaku

juga dapat memberia
berdasarkan calah satu asas dan ke
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dengan posisinya masing-masing dalam hubungannya dengan kasus
tersebut. Supaya tidak melanggar asas nebis in idem, tentu saja hanya satu
negara yang harus mengadili dan menghukumnya berdasarkan hukum
pidana nasionalnya. Diantara demikian banyak negara yang memiliki
yurisdiksi dan dapat menerapkan hukum pidananya atas si pelaku, maka
timbul pertanyaan, negara manakah vang berhak mengadili dzn atay
menghukum?

Pertama-tama, diantara negra-negara yang memiliki yunsdiksi
tersebut, tentulah negara temﬁat orang itu berada atau ditangkap atau
ditahan, sebab orang yang bersangkutan sudah berada ditangannya sendiri.
Jika negara-negara yang lain juga bermaksud untuk mengadilinya, negara-
negara itu dapat mengajukan permintaan ekstradisi atas si pelaku tersebut
kepada negara tempatnya berada. Lalu, kepada negara peminta yang

manakah orang itu harus diserahkan jika memang negara tempat orang itu

berada akan bersedia unlul-:' mengestradisikannya karena tidak bermaksud

untuk mengadilinya sendiri?

Kepada negara peminta yangd manakah si pelaku akan serahkan,
keputusannya tergantung sepenuhnya kepada negara ternpat orang itu
gai negara berdaulat dia berhak

berada (negara-diminta), karena seba

m | keputusan yan mungkin tidak memuaskan semua pihak.
engamb p yangd
ekstradisinya tidak di kabulkan, haruslah

Megara-negara yand meminta




Akan tetapi, berdasarkan lembaga hukum tentang ekstradisi, ada
beberapa butir pedoman yang dapat di ikuti oleh negara-diminta (negara
tempat orang yang diminta itu berada) dalam mengambil keputusan yaitu: "
{. Dengan negara-peminta yang manarah negara-diminta telah terikat pada
perjanjian ekstradisi,

2 MNegara-peminta yang manakah yang paling atau lebih dahulu
mengajukan permintaan ekstradisi,

3. Megara-peminta manakah yang mengajukan permintaan berdasarkan

kejahatan yang paling berat/berbahaya, jika sipelaku melakukan lebih dari

saty macam peristiwa pidana;

4. Negara-peminta yang ma nakah yang merupakan negara dimana si pelaku

berkewarganegaraan,

5. dan lain-lain.

[Meskipun ada pecoman seperti tersebut diatas, negara-diminta

tetap dapat mengambil kebijaksanaan lain, yang menurut pendapatnya

sendiri dipandang paling baik dengan mengesampingkan landasan dan

F'Efﬁmhangan—pertikﬁhangan hukum. Tentu saja dalam hal ini pertimbangan-
pertimbangan politik akan memainkan peranan penting. Dominannya dimens
politik ini tidakiah mengherankan karena masalahnya sudah merupakan
masalah antar negara yang dalam mengadakan hubungan-hubungan
internasional tidak terliepas dari partimbangan—pertimbangan politik.
TN

3 1bid. him. 20.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam prakiek negara-negara hampir seluruhnya menganut dan
menerapkan yurisdiksi negara. Yurisdiksi mana yang diterapkan dalam
kasus konkrit, sangat tergantung pada posisi dan kasus itu sendin. Dalam
hal ini penerapan dari masing-masing yurisdiksi negara tersebut haruslah

ditinjau secara kasuistis.

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat

menarik kesimpulan-kesimpula sebagai berikut :

1. Dalam sejarah kehidupan negara-negara, ada negara yang lebih

mengutamakan penerapan calah satu atau beberapa dar jenis

yurisdiksi tersebut. Seperti misalnya Inggris yang karena merupakan

negara yang terdin dari pulau-pulay, lebih mengutamakan yurisdiksi

teritorial dibandingkan dengan yurisdiksi lainnya. Hal ini diseh:_a_bkan

oleh karena Inggris pada mulanya, penduduknya hanya bergerak

alam batas-batas wilayah negaran

ara yang terdiri dari pulau-pulau tentulah

terbatas di d ya, Kita harus maklum

bahwa Inggris bagai neg
ak penduduknya tidak seluas seperti di negra-negara yang

ruang ger
yah daratan. Sedangkan negara-negara di

berbatasan dengan wila

ntinental lebih menekankan pada yur[a::lil-csi personal. Hal

Eropah Ko

ini disebabkan pleh karena penduduk negara-negara Eropah
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. Bahwa negara dan ke

Kontinental yang berbatasan daratan antara saty dengan yang
lainnya, penduduknya lebih leluasa untuk bergerak dan berpindah
tempat tinggal. Oleh karena itu yurisdiksi personal memang lebih
memenuhi  kepentingan negara-negara tersebut. Orang yang
melakukan perbuatan melanggar hukum suatu negara dapat saja
dikejar atau dijangkau dengan hukum nasional negara yang dilanggar
itu, di manapun si pelaku itu berada atau dimana dan dari manapun

perbuatan itu dilakukan.

Namun untuk sekarang dan masa yang akan datang, hampir
semua jenis yurisdiksi ini dianut karena memang sangat
menguntungksn bagi semua negara, setidak-tidaknya  tidak
menimbulkan kerugian bagi negara-negara lainnya. Dengan menganut

semua jenis yurisdiksi ini, maka suatu negara itu akan lebih terjamin

dan terlindungi kepentingannya. Hanya saja ada kemungkinan isi dan

ruang lingkup dari masing-masing yurisdiksi tersebut antara negara

yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Perbedaan ini

bisa timbul, oleh karena pengaturan lebih lanjut dan lebih mendetail

atas masing-masing yurisdiksi tersebut sepenuhnya merupakan hak

dan kewenangan setiap negara.
pala negara, perwakilan diplomatik dan konsuler,

Kapal pemerintah negara asing, angkatan bersenjata asing dan

organisasi internasional. diberikan pengecualian terhadap yurnisdiksi
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teritorial agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan
baik tanpa ada batasan-batasan di negara tempat mereka berada.
MNamun bukan berarti mereka dapat berbuat seenaknya diwilayah
negara lain, tetap mereka dibatasi oleh hukum vyaitu hukum
internasional.

3. Bahwa dalam konflik yurisdiksi atas suatu kasus, tergantung dari
masing-masing negara yang terkait atas suatu kasus, Negara yang
satu memiliki yurisdiksi tritorial, misal karena peristwa pidana itu terjadi
di dalam wilayahnya, sedangkan negara yang salu lagi, memiliki
yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan akiif karena

pelakunya adalah warganegaranya sendiri, sedangkan negara yang

lain lagi memiliki yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan

pasif karena korbannya adalah negara itu atau warganagaranya

sendir.

B. Saran
penulis yaitu sebagai berikut:
yurisdiksi dapat terlaksana, baik itu

Adapun saran dari

1. Agar praktek dari pelaksanaan

yurisdiksi teritorial ataupun yurisdiksi terhadap individu, tidak dapat
terlepas dari masalah yurisdihsi baik personal ataupun teritorial hal ini

dibat dalam peristiwa hukum tarsebut, oleh

tergantung pada yang te

yang terlibat atas suatu peristiwa betul-betul

kasus atau
karena itu




ey

tunduk pada aturan hukum baik itu hukum nasionalnya maupun hukum

internasional,

. Bagi pihak-pihak yang terbebas dari yurisdiksi negara, bukan berari

mereka tidak dibatasi oleh hukum, oleh karena itu diharapkan dapat
menjaga hubungan baik antar negaranya dengan negara iempat

mereka berada.

_ Dalam konflik yurisdiksi diperlukan saling pengertian antara pihak-

pihak yang terlibat dalam suatu kasus, sehingga dapat memperoleh

keputusan yang dapat memuaskan para pihak.
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